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MOTTO 

 

  ِ ٝ  ع   ث  ِا   ٓ  عٓ جابش سضٟ الله عٕٗ، لاي سسٛي الله صٍٟ الله ع١ٍٗ ٚسٍُ  ٝ  ع   اث  ِ   ت  ١  ص  ٚ   ٍ  ت  ٕ  س  ٚ   ً  ١  ب  س   ٍ

ٝ  ع   ث  ِا  ٚ   1)سٚاٖ ابٓ ِاجٗ( ٗ  ا ٌ  س  ٛ  ف  غ  ِ   ث  ِا  ٚ   ة  د  اٙ  ش  ٚ   ٝم  ح   ٍ
 

“Dari Jabir RA,Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka 

ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan takwa dan persaksian, dan juga 

meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya).” 

(Riwayat Ibnu Majah). 

 

  ِ ِ   ك  ا ح  عٓ بٓ عّش سضٟ الله عّٕٙا اْ سسٛي الله صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚسٍُ لاي :   ا  ش  ا

2(ِخفك ع١ٍٗ) ٖ  ذ  ٕ  ع   ت  ب  ٛ  خ  ى  ِ   ٗ  خ  ١  ص  ٚ  ٚ   ل  إ   ٓ  ١  خ  ٍ  ١  ٌ   ج  ١  ب  ٠   ٗ  ١  ف   ٝ  ص   ٛ  ٠   ْ  ا   ذ  ٠  ش  ٠   ب  ١  ش   ٗ  ٌ   ُ  ٍ  س  ِ  
 

Dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi‟ dari Abdullah bin Umar R.A, Ia 

berkata: bahwa Rasulluah SAW bersabda : “Bukankah hak seorang muslim yang 

mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua 

malam, kecuali wasiatnya telah tercatat disisinya”.  

(Muttafaq alaih). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Ma>jah , juz. 2  ) Beirut: Da>r al-Fikr, tt(, 901. 

2 Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Mara>m, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 438. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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 Fa F ؼ 20

 Qaf Q ؽ 21

 Kaf K ؾ 22

 Lam L ؿ 23

 Mim M ـ 24

 Nun N ف 25

 Wau W ك 26

 Ha H ق 27

 ' Hamzah ء 28

 Ya Y ي 29

 

2. Vokal pendek 

  َ  = a  َكَتَب kataba 

  َ  = i  َسُئِل su'ila 

 ُُ  = u  ُيذَْهَب yaẓhabu 

 

3. Vokal panjang 

  qāla قاَؿَ  ā = ئاَ

 qīla قِيْلَ  ī = ئِيْ 

 yaqūlu يػَقُوْؿُ  ū = ئػُوْ 

 

4. Diftong 

 kaifa كَيْفَ  ai = اَيْ 

 ḥaula حَوْؿَ  au = اكَْ 

 

5. Syaddah (  َ) 
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda. 
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6. Kata sandang ( ....ال ) 

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al  

  al-Rahman = الرَّحَْْن

الَمِيْ الْعَ   = al-‘Ālamīn 

 

7. Ta’ Marbuthah )ة( 
Setiap ta‟ marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية  ditulis dengan al-ru’yah. 
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ABSTRAK 

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan keharusan adanya dua saksi 

atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan 

pembaharuan dalam hukum Islam. Ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab 

fikih klasik. Permasalahan yang timbul setelah diundangkannya pasal ini bisa jadi di sekitar 

kita masih terdapat sebagian orang yang memakai hukum fikih klasik yang tidak 

memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris ke dalam rukun wasiat, dan sebagian lagi 

menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini juga menimbulkan kesulitan saat 

pembuatan wasiat apabila dalam keadaan tertentu misalnya saat tsunami, maupun gempa 

bumi, untuk melaksanakan wasiat di hadapan dua orang saksi atau notaris, atau mungkin 

seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah 

tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? 

Apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah 

terpenuhi dan terjaga?  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat 

pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinjauan maqa>s}i>d al-syari>’ah 

terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini 

termasuk penelitian hukum normatif (doktrinal legal research). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 

195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah 

ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis maqa>s}id 
al-syari>’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengguakan metode pengumpulan data dengan 

teknik dokumentasi (documentation) atau studi kepustakaan (library research) yang 

merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam hukum normatif. Adapun metode 

analisisnya mengguanakan metode deskriptif-analisis. 

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, ketentuan pelaksanaan wasiat pada 

pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, 

baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan 

dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Ulama 

fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka 

menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda 

yang diwasiatkan, dan sighat ijab dan qabul. Ulama fiqih tidak memasukkan dua orang saksi, 

apalagi notaris ke dalam rukun wasiat.  Pasalnya kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-

kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat 

diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum 

seperti notaris sebagai rukun wasiat. Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, 

dimana kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya 

antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat. Kedua, ketentuan persaksian dalam 

wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqa>s}id al-syari>’ah yaitu 

kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama 

tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul fiqih yang dikenal dengan sebutan 

al-kulliya>t al-khamsah (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan maqa>s}id al-
syari>’ah (tujuan-tujuan universal syariah). 

Kata kunci: Saksi Wasiat, Pasal 195 KHI, maqa>s}id al-syari>’ah. 
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KATA PENGANTAR 

 

ا ا , فّ   ْ ّا  ح  اٖ  اٌش  ٍ ه  ح ج   ّ  ٌ ب  ا , صا ح   َ شا و  ٌ جلاي  ٚالإ  ٞ  ا , اٌعض ٠ ش  ر   ْ ٕ ا  ّ
 ٌ ُ  ا  ٠ ش  ى 

 ٌ ذ  للّه  ا  ّ ٌ ح  ذ  ا  ٛاٖ   ل اص  ب ذ  إ ل  ٔ ح  ٌ ع 

  ٠  ٚ  , ع   ّ ٠ ج   ٚ خِّج   ٠ ش   ٚ  , ف ع  ٠ ش   ٚ ف ظ   ٠ خ   ٚ  , ٕ ع   ّ  ٠  ٚ  ٟ ط  ْ  الله  ٠ ع  , ف ئ   َ شا   ّ  ٌ ٚ  ا  , أع  ٗ  إ ل  الله  اٌص  ْ  ل  إٌ  . أشٙذ  أ  ٠ م ط ع   ٚ   ً ص 

حابٗ, اِا ب أص   ٚ   ٗ ٗ  ٚعٍٝ آٌ  ١ ٍ ٍُِّ ٚبا س ن  ع  س   ٚ  ًِّ ُ  ص  . اٌٍٙ  ع   ِ سسٌٛٗ   اٌلا   ٚ   ٖ ب ذ  ذا  ع   ّ ح   ِ   ْ ٙ ذ  أ  .عذأ ش   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang 

mengandung unsur ritula saja, melainkan juga mengajarkan ibadah yang memiliki 

nilai kepedulian sosial yang sangat luar biasa, karena dalam Islam ada istilah 

hubungan dengan manusia (hablum minanna>s). Hal ini menjadi bukti bahwa Islam 

merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmatan Lil 

‘A>lami>n ). 

Salah satu ibadah yang mempunyai nilai kepedulian sosial yang luar biasa 

antara sesama umat muslim adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian seseorang 

kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaatnya yang akan menjadi 

milik bagi orang yang menerima wasiat tanpa mengharap imbalan yang 

pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
1
  

Wasiat merupakan suatu perbuatan yang sudah lama dikenal pada masa pra 

Islam. Misalnya masayarakat pada masa Arab jahiliah, banyak yang  berwasiat 

kepada orang lain yang tidak memiliki hubungann keluarga dengan orang yang 

berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar hartanya 

melambangkan orang yang kaya dan berhak mendapatkan pujian dari semua orang.
2
 

Setelah datangnya Islam wasiat tidaklah dihilangkan secara keseluruhan. Islam  

menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan 

perbaikan. Sehingga wasiat menjadi suatu ibadah sosial yang diperlukan dengan 

memperhatikan kerabat atau keluarga yang ditinggalkan. 

Secara garis besar syarat-syarat sah wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. 

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan 

syarat wasiat. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu 

penyerahan dari orang yang berwasiat. Beliau melihat bahwa wasiat sebagai tindakan 

hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan pihak yang 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, MA. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 140. 

2
 Wahbah Az-Zuahili, Fiqhul Isla>m Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid. 10 (Jakarta: Gema 

Intsani, 2011), 154. 
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menerima. Lebih-lebih berlakunya isi wasiat adalah setelah si pewasiat meninggal 

dunia.
3
 

Sedangkan Ibnu Rusd dan Al Juzairy mengemukakan pendapat ulama secara 

komparatif (muq>aranah) bahwa ada empat rukun wasiat yaitu : pemberi wasiat (al-

mu>shi), penerima wasiat (al-mu>sha lahu), barang yang diwasiatkan (al-mu>sha bihi), 

dan redaksi wasiat (shi>gat ). 4 

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima mazhab 

menjelaskan tentang rukun wasiat: 

ّ  ا  ٚ   ت  غ  ١  ٌصِّ : ا   ت  ع  ب  س  ا   ت  ١  ص  ٛ  ٌ  ا ْ  وا  س  ا   ٚ  ٛص  ٌ  ٝ  ٌ ّ  ا  ٚ   ٗ  ٝ ٌ  ص  ٛ  ّ  ا ٗ  ٝ ب  ص  ٛ  ٌ  

 “Rukun  wasiat  terdiri  dari  empat  yaitu:  sighat,  orang  yang berwasiat,  

orang  yang  menerima  wasiat,  dan  barang  yang diwasiatkan.”
5
 

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat ada 

empat yaitu, pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan redaksi 

wasiat (shi>gat). Dalam pelaksanaan wasiat shi>gat i>ja>b dan qabu>l yang digunakan 

untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan, dan isyarat 

yang bisa dipahami.  

Mengenai pelaksanaan wasiat sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk 

wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa  dianggap 

menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal 

dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang ini 

untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat.
6
  

Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan qabu>l sebab wasiat itu mempunyai 

dua arah, yakni pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah oleh karena itu perlu 

adanya qabu>l, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada 

kesulitan tidak perlu adanya i>ja>b dan qabu>l.  

Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  apakah  qabu>l  atau penerimaan  

orang yang  menerima  wasiat  merupakan  syarat  sahnya  atau  tidak,  Imam  Malik 

                                                           
3
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 361. 

4
 Ibid., 361.  

5
 Muhammad Jawad Mughniyah, Ah}wa>l al Syah}siyah (Beirut: Da>r al-Ilm II Milyani, 1964), 178. 

6
 Ibid. 
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mengatakan  bahwa  qabu>l  dari  orang  yang  menerima  wasiat  merupakan syarat  

sahnya  wasiat,  karena  hal  ini  disamakan  dengan  hibah.  Tetapi menurut  Imam  

Syafi‟i  qabu>l  dalam  pelaksanaan  wasiat  bukanlah  suatu syarat sahnya  wasiat.
7
    

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu  Yusuf  

dan  Hasan  al-Syaibani  memandang  bahwa  dalam  wasiat  qabu>l itu  harus  ada 

dalam  pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan ikhtiya>riah maka 

dari itu pernyataan qabu>l sangatlah  penting  dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana  

juga  dalam transaksi lainnya.
8
 

Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang menuliskan wasiatnya  

sendiri,  dan  diketahui  bahwa  tulisan  tersebut adalah  tulisannya,  tetapi  tidak  ada  

saksi  yang  menyaksikannya,  maka apakah wasiat itu  sah? Jika wasiat itu ditulis 

dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu 

ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang 

lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap 

pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh 

orang yang menderita sakit itu.  

Para ahli hukum Islam dikalangan mahzab Hambali
9
 berpendapat bahwa 

wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui 

bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu.  

Ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat 

itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang 

harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana 

diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu 

dapat dijadikan petunjuk (qari>nah) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam 

masalah pembuktian suatu permasalahan.
10

 

Sedangkan Ibnu  Qudamah  berpendapat  bahwa : 

                                                           
7
 Ahmad Rofiq., op.cit, 366.  

8
 Ibid., 367. 

9
 Muhammad Jawaz Mughniyah, Al Fiqhu al Maz>ahibi al Khamsah, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 

2007), 238. 
10

 Ibid. 
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ِ  ٙ  ب   ُ  ى  ح   ٙا  ١  ف   ذ  ٙ  ش  ٠   ُ  ٌ  ٚ   ت  ١  ص  ٚ   ب  خ  و   ٓ  ِ  ٚ   ا ٙ  ٕ  ع   ٗ  ع  ٛ  ج  س   ُ  ٍ  ع  ٠   ُ  اٌ  ا   

 “Barangsiapa  menulis wasiat  dan  tidak  ada  saksi  yang  menyaksikannya  

maka  dihukumi  sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.
11

  

Pendapat beliau didukung  oleh  Imam Ahmad  yang  berkata,  “Barang siapa  

mati, lalu ditemukan  wasiatnya  tertulis  di  dekat  kepalanya  dan  dia  tidak  

mempersaksikan  isinya,  tulisannya  dikenal  dan  tulisan  itu  terkenal,  maka isi  

wasiat itu sah.” 
12

 

Imam  az-Zarkasy  menjelaskan  bahwa  jika  seseorang  menulis wasiatnya  

sedangkan  tidak  disaksikan  dan  tulisannya  dikenal  maka  tulisan tersebut  sah  

selama  tidak  diketahui  bahwa  orang  tersebut  meralatnya.
13

 

Di Negara Indonesia undang-undang yang berlaku terkait wasiat ialah 

Kompilasi Hukum Islam buah dari Inpres No 1 Tahun 1991 dan KUH Perdata.  

Meskipun demikian, beberapa aspek mengenai wasiat itu sendiri perlu dikaji untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna. Kajian terhadap wasiat tentunya 

dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu, diantaranya adalah dengan 

pendekatan ilmu hukum (yuridis) dan pendekatan maqa>s}id al-syari>’ah. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait ketentuan keharusan adanya dua 

saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat  dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1) KHI 

yang berbunyi : “Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 

tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”. 

Pasal 195 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan wasiat 

mensyaratkan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan 

atau tertulis. Sebaliknya jika wasiat tidak dilaksanakan dihadapan dua orang saksi 

atau dihadapan notaris baik secara lisan atau tertulis maka tidak sah wasiatnya.  

                                                           
11

 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, al-Mughni Juz 6, Beirut (Lubnan: Da>r al-

Kutub al-IIlmiyyah, 682 H), 488. 

12
 Ibid. 

13
 Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, Sharhu az Zarkasy fil Fiqh ‘Ala 

Mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4, 384. 
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Ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Karena 

ketentuan ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ulama fikih tidak 

memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka 

menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yaitu pewasiat (mūṣī), penerima 

wasiat (mūṣā lahu), benda yang diwasiatkan (mūṣā bihi) dan ijab qabul (sighat) 
14

. 

Ulama fikih tidak memasukkan dua orang saksi (syahidain), apalagi notaris kedalam 

rukun wasiat.  

Permasalahan yang timbul bisa jadi disekitar kita masih terdapat sebagian 

orang yang memakai hukum fikih dan sebagian lagi memakai KHI. Kemudian 

ketentuan ini menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat apabila dalam keadaan 

tertentu misalnya saat tsunami, maupun gempa bumi untuk melaksanakan wasiat 

dihadapan dua orang saksi atau notaris, atau mungkin seseorang menuliskan 

wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, namun 

tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? apakah kewajiban 

orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah terpenuhi atau 

terjaga? Disinilah penulis tertarik untuk mengkaji pasal tersebut menggunakan 

pendekatan maqa>s}id al-syari>’ah, apakah sudah benar membawa kemaslahatan bagi 

para pihak. 

Islam sebagai agama yang Allah SWT turunkan melalui Rasulullah 

Muhammad SAW, prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam 

lima pokok praktis, khususnya dalam tujuan keharusan adanya dua orang saksi atau 

notaris ini yaitu memelihara agama (hifz} al-di>n), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), 

memelihara akal (hifz} al-aql), memelihara keturunan (hifz} al-nasl), dan memelihara 

harta (hifz} al-ma>l). 

Kemaslahatan Pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mensyaratkan adanya dua orang saksi atau notaris baik secara lisan atau tertulis dalam 

pelaskasnaan wasiat merupakan bagian dari tujuan adanya sebuah hukum, dalam 

Islam dikenal dengan istilah maqa>s}id al-syari>’ah dapat diartikan sebagai makna atau 

nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari‟at (Allah 

                                                           
14

 Edi Gunawan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hunafa. Vol, 12, No. 1, 

2015, 297-298.  
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SWT) dibalik pembuatan syari‟at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid 

dari teks-teks syari‟ah.
15

 

Al-Syatibi merupakan ulama yang banyak berbicara tentang maqa>s}id al-

syari>’ah melalui karya monumentalnya al-Muwaffaqat fi Us}ul al-Syari’ah. Beliau 

menjelaskan bahwa tujuan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi menjadi 

tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (d}aru>riya>t), yang terdiri dari pokok syariat 

Islam itu ada lima, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan 

keturunan, biasa di sebut dengan kulliya>h al-khams atau qawa>id al-kulliya>t. 

Selanjutnya kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsi>niyat).16 

Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 

1991 dalam hal ini tentunya memilki tujuan hukum dengan adanya keharusan adanya 

dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat baik secara lisan atau tertulis, 

dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia harus mentaatinya, salah 

satunya yaitu dengan cara memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut agar tidak 

terjadi kesalahpahaman. Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat dari kacamata filsafat 

hukum Islam yakni melalui metode maqa>s}id al-syari>’ah. Metode tersebut memberikan 

pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas yakni dengan 

mempertimbangkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.  

Dengan demikian pentingnya penelitian untuk memberikan kemaslahatan bagi 

pemberi wasiat dan penerima wasiat serta menjalankan konsep maqa>s}id al-syari>’ah 

untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan untuk manusia. Sebagaimana 

diketahui bahwa maqa>s}id al-syari>’ah menitik beratkan pada aspek kemaslahatan dan 

menghindari kemudharatan baik di dunia maupun diakhirat
17

 

Secara khusus belum pernah ada penelitian yang membahas pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat menggunakan analisis 

maqa>s}i>d al-syari>’ah. Maka penelitian ini sangatlah penting bertujuan untuk 

                                                           
15

 Toriquddin, Teori Maqa>s}id Syari>’ah, Ibnu Ashur,Ulul Albab Vol, 14, No. 2, 2013, 195. 

16
 Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqa>s}i>d al-syari>’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 

63-72. 

17
 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12. 
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menambah khazanah keilmuan tentang saksi dalam wasiat khususnya serta membuka 

wawasan terhadap peluang adanya penelitian-penelitian baru. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis pasal 195 tentang ketentuan saksi dalam wasiat menggunakan 

pendekatan maqa>s}i>d al-syari>’ah dengan judul “TINJAUAN MAQA>S}I>D AL-

SYARI>’AH  TERHADAP PASAL 195 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  

TENTANG SAKSI DALAM WASIAT”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya 

dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, yakni : 

1. Bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) ? 

2. Bagaimana tinjauan maqa>s}i>d al-syari>’ah terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan saksi dalam wasiat pada Pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Untuk mengetahui tinjauan maqa>s}i>d al-syari>’ah terhadap Pasal 195 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan saksi dalam wasiat berdasarkan analisis maqa>s}i>d al-syari>’ah terhadap 

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang analisis maqa>s}i>d al-
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syari>’ah terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam 

wasiat, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran kepada praktisi dalam 

memberikan pemahaman tentang saksi dalam wasiat. 

E. Telaah Pustaka  

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai 

dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama penliti, tahun 

penelitihan, bentuk penelitihan, judul penelitian serta perbedaan penelitian. 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh adam lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim 

Universitas Islam Sultan Agung Semrang (Unissula) tahun 2017 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari 

KHI dan KUHPer”. Fokus penelitian yang dikaji penulis adalah bagaimana tinjauan  

KHI dan KUHPer dan membandingkan keduanya, serta akibat hukumnya mengenai 

wasiat tanpa akta notaries, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library 

research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode 

penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: pertama, wasiat tanpa  akta  

Notaris  dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan  Notaris dalam  

pembuatan  wasiat sedangkan KUHPer diwajibkan  mengikut sertakan  Notaris. 

Kedua, persamaan wasiat tanpa akta Notaris  dalam KHI dengan KUHPer adalah  

mempunyai  dasar hukum  tertulis, merupakan  pernyataan  terakhir dari  pewasiat  

setelah  sebelum  meninggal  dunia dan  pelaksanaannya  setelah  si  pemberi  wasiat 

meninggal  dunia,  dapat  dicabut  dan  dapat  gugur atau  dibatalkan,  mempunyai  

tujuan  untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan  di  antara  ahli  

waris.  Perbedaan wasiat  tanpa  akta  Notaris  dalam  KHI  minimal umur  21  tahun  

sedangkan  KUHPer  minimal umur  18  tahun,  dilihat  dari  yang  menerima  wasiat 

dalam  KHI  yaitu  orang  lain  atau  lembaga sedangkan  KUHPer  orang  luar  dan  

ahli  waris, dilihat  dari  bentuknya  dalam  KHI  yaitu  lisan  atau tertulis  atau  

dihadapan  Notaris  sedangkan  KUHPer tertulis di hadapan  Notaris  atau 

dititipkan/disimpan  oleh  Notaris, dilihat dari batasan pemberian  wasiat  dalam  KHI  

yaitu maksimal  1/3 dari seluruh  harta  warisan sedangkan KUHPer maksimal 1/2 

harta jika  pewasiat mempunyai  seorang  anak, 1/3 jika  memiliki  dua orang  anak,  
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dan  1/4  jika  memiliki  tiga  orang  anak, kesemuanya  itu  merupakan  anak  yang  

sah termasuk dalam  pengertian anak turun sebagai pengganti anak  dalam  garis  

turun masing-masing dan maksimal 1/2  apabila  pewasiat  hanya meninggalkan  ahli  

waris  garis  lurus  ke  atas,  anak luar  kawin  yang  telah  diakui secara  sah.  Ketiga, 

akibat hukum wasiat tanpa adanya akta  Notaris, menjadikan  wasiat  tersebut  rawan  

akan  gugatan dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  karena pembuktiannya  kurang  

kuat dan  tidak  ada kepastian  hukum. 
18

     

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Inca Nadya Damopoli, Rachmad Safa‟at dan 

Imam Rahmat Sjafi‟i Universitas Brawijaya tahun 2020 yang berjudul “Kekuatan 

Pembuktian Wasiat dibawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri 

Bitung Nomor 43/PDT.G/2015/PN.BIT. tentang Jual Beli Tanpa Adanya bukti 

Tertulis”. Fokus penelitian yang dikaji penulis adalah bagaimana permasalahan 

hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian wasiat dibawah tangan dan jual 

beli tanah warisan antara ahli waris tanpa adanya bukti autentik. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus.
19

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah 

tangan dapat ditinjau dari beberapa hal pertama, kekuatan pembuktian lahir akta 

dibawah tangan. Orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan wajib 

membenarkan atau memungkiri  tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya 

cukup hanya menerang bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut. Kedua, 

kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan. Apabila dalam pembuktian tanda 

tangan tidak dapat diakui langsung oleh pemberi wasiat wasiat maka diperlukan bukti 

lain yang mendukung tentang kebenaran adanya pernyataan tertulis dalam wasiat itu. 

Kekuatan pembuktian formil memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa para 

pihak ikut menyatakan dan melakukan apa yang termuat dalam akta. Ketiga, kekuatan 

pembuktian materil akta dibawah tangan. Apabila kekuataan pembuktian formil telah 
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 Adam lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta 

Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undnag Hukum Perdata.. Jurnal Akta, Vol. 4 

No. 1 2017,  29-32. 
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 Inca Nadya Damopoli, Rachmad Safa‟at dan Imam Rahmat Sjafi‟i . Kekuatan Pembuktian Wasiat dibawah 

Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/PDT.G/2015/PN.BIT. tentang Jual Beli 

Tanpa Adanya bukti Tertulis. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 5. No. 2, 

Desember 2020, 369-375.  
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menyatakan bahwa wasiat itu benar terjadi maka selanjutnya harus memenuhi tentang 

kekuatan materielnya (isi). 

Pembuktian wasiat dibawah tangan terkait putusan Pengadilan Negeri Bitung 

No 43/Pdt.G/2015/Pn. Bit. Ditinjau dari kekuatan pembuktian lahir, kekuatan 

pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil adalah kuat. Akan tetapi jual beli 

yang dilakukan antara penggugat dan tergugat yang tidak dilakukan dihadapan PPAT 

memiliki kekuatan hukum yang tidak kuat karena tidak sesuai dengan peraturan 

perudnag-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangan hukumnya hakim 

menggunakan asas jual beli hukum adat saja yaitu terang dan tunai dan saksi 

testimnium de auditu sebagai alat bukti, pertimbangan hukum ini dinilai tidak tepat 

karena bertentangan dengan UUPA dan secara umu saksi testimonium de audiu 

ditolak sebagai alat bukti. 

Ketiga skripsi yang disusun oleh Nur Farida (102111079), mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul, “Studi Analisis Istinbat} 

Hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam Wasiat”. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian library research atau penelitian pustaka, metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif-analitis dan content analysis. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa 

wasiat berupaulisan dengan tanpa saksi yang melihat penulisan wasiat tersebut adalah 

sah dengan syarat yaitu indikasi tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang 

meninggal yang dianggap mu>s}hi> dan tidak diketahui bahwa mu>s}hi tidak merubah 

wasiatnya.
20

 

Keempat skripsi yang ditulis oleh Fikri Syahputra Naipospos, mahasiswa 

Universitas Sumatera Utara dengan judul, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat 

Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Nomor 431/Pdt. G/2016/PA. Rap)”. Penelitian ini menggunakan metode 

normatif. 

                                                           
20

 Nur Farida (102111079), mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan    

judul,“Studi Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Saksi dalam Wasiat”. (dipublikasikan) 



11 

 

 

Hasi penelitian tersebut adalah bahwa ketentuan pasal 195 KHI sangat jelas  

wasiat hanya bisa dilaksakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan 

dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris atau aktanya dibuat oleh 

notaris. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di bawah tangan yaitu wasiat yang 

dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, 

maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan 

wasiat terbut batal demi hukum. Kedua: Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 431/Pdt.G/2016/PA. Rap. Bahwa wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak dapat 

dilaksanakan, karena wasiat yang dibuat pewasiat tersebut tidak memenuhi rukun dan 

syarat dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

yaitu pasal 931 KUHPer dan Pasal 195 KHI Ketiga: Majelis Hakim berpendapat 

bahwa keberadaan wasiat sebagaiman yang didalilkan oleh para penggugat adalah 

tidak terbukti dan isi dari surat wasiat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan 

pasal 195 KHI, sehingga terhadap petitum para penggugat pada angka 4 (empat) harus 

dinyatakan ditolak.
21

 

Dari beberapa jurnal dan skripsi yang penulis jumpai belum ada yang secara 

khusus membahas tentang “Tinjauan Maqa>sid al-Syari’ah terhadap Pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi Dalam Wasiat”.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, selanjutnya dicarikan 

cara pemecahannya.
22

 Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan 

sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

 

 

                                                           
21

 Fikri Syahputra Naipospos, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul, “Analisis Yuridis 

Pelaksanaan Wasiat Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 431/Pdt. G/2016/PA. Rap)” 

22
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.  
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1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu melakukan penelitian melalui kajian kepustakaan dengan 

menelaah berbagai literature yang ada kaitannya dengan inti permasalahan yaitu 

penelitian yang dilakukan tehadap kajian Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) tentang saksi dalam wasiat kemudian pemaparan tersebut dianalisa 

menggunakan teori maqa>s}id al-syari>’ah..
23

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif / Doktrinal Legal 

Research menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normative 

adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
24

  

Penelitian ini bila dilihat termasuk menggunakan pendekatan yuridis- 

normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 

dengan cara menelaan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 

dikenal dengan pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini
25

.  

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk 

menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam 

menggunakan analisis maqa>s}id al-syari>’ah. 

Dalam penelitian ini menelaah aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pasal 195 tentang saksi dalam wasiat, sealnjutnya pemaparan tersebut dianalisis 

menggunakan maqa>s}id al-syari>’ah. 

 

                                                           
23

 Sudarmawan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.  

24
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), .3. 

25
 Yudiono OS, 2013. Metode Penelitian, digilib. Unila.ac.id.Diakses pada tanggal 24 Desember 2020, Pukul 

17.34. 
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2. Sumber Data 

Sumber data merupakan sekumpulan informasi yang akan digunakan dan 

dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.
26

 Dalam penelitian ini, 

jenis data yang dipakai adalah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan 

dengan judul skripsi penulis. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu sumber data primer dan sekunder: 

a. Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang 

memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian
27

 Adapun dalam penulisan ini yang menjadi 

sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 dan 

kitab-kitab dan buku yang membahas maqa>s}id al-syari>’ah. Kedua sumber ini 

merupakan referensi utama untuk memperoleh data tentang analisis maqa>s}id 

al-syari>’ah pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam 

wasiat. 

b. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

jurnal, artikel, pendapat ahli hukum, dan referensi lain yang terkait dengan 

saksi dalam wasiat menggunakan analisis maqa>s}id al-syari>’ah terhadap pasal 

195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat. 

3. Bahan Hukum  

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, diantaranya, berupa buku-buku tentang wasiat atau kitab-kitab Fiqih 

dan Ushul Fiqih, artikel, jurnal, dan litratur-literatur yang mempunyai 

hubungan dengan skripsi ini. 

                                                           
26

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988), 198. 

27
 Bambang Sunggono op.cit. 116. 
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c. Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk pejelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum maupun 

ensiklopedi hukum Islam.
28

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengguakan metode pengumpulan data 

dengan teknik dokumentasi (dokumentation) atau studi kepustakaan (library 

research) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam hukum 

normatif.
29

 Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap kitab, buku-buku, 

makalah atau artikel, majalah jurnal, web (internet), catatan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisis data-data 

tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji yakni 

mengenai tinjauan maqa>s}id al-syari>’ah terhadap pasal 195 KHI tentang saksi 

dalam wasiat 
30

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan menata data yang telah diperoleh secara 

sistematis sebagai upaya dalam teknik analisis. Data dianalisis dengan 

menggunakan conten analysis
31

 yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap 

isi guna mengungkap isi pembahasan dari kitab-kitab atau buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian.   

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif 

berupa kajian studi pustaka (library research) yang mana penelitian ini 

merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan 

tertulis berdasarkan konteksnya. Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis 

akan menganalisa dengan mengguanakan metode deskriptif-analisis. Yaitu 

                                                           
28

 Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PHB), Bagian Hukum Administrasi Negara (Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 2017), 3. 

29
 Suratman, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), 123. 

30
 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 

Semarang (Semarang: Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2019), 93. 

31
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), 22. 
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menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai obyek yang 

diteliti.
32

  

Adapun langkah-langkahnya yaitu penulis mendiskripsikan apa yang 

penulis temukan dalam bahasa pustaka sebagai mana adanya, kemudian 

menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai permasalahan skripsi ini. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, 

yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian 

dilanjutkan dikemukakan suatu pendapat yang bersifat khusus. 

Penulis menjelaskan secara menyeluruh ketentuan Pasal 195 KHI tentag 

saksi dalam wasiat, kemudian dikaitkan dengan teori maqa>s}id al-syari>’ah yang 

terdapat dalam literature sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta 

memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan 

menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan 

petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 

2019. Keseluruhan karya ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
33

 

 BAB II : Tinjauan Umum Wasiat, Saksi, dan Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wasiat, saksi dan maqa>s}id al-

syari>’ah. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang definisi wasiat, dasar hukum, 

                                                           
32

 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21. 

33
 Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syaria‟ah dan Hukum UIN Walisongo 

Semarang  (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 94. 
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hukum wasiat, rukun dan syarat sahnya wasiat, dan hal-hal yang membatalkan wasiat. 

Definisi saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi. Kemudian pengertian maqa>s}id 

al-syari>’ah, dasar maqa>s}id al-syari>’ah, pembagian maqa>s}id al-syari>’ah, metode 

penetapan maqa>s}id al-syari>’ah dan urgensi maqa>s}id al-syari>’ah. 

BAB III : Ketentuan Saksi dalam Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI)  Pasal 195 

Bab ketiga berisi data penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas 

mengenai sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persaksian dalam wasiat 

menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

BAB IV : Analisis Maqa>s}id al-Syari>’ah terhadap Ketentuan Saksi Dalam 

Wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 

Bab keempat adalah analisis data penelitian.
34

 Bab ini menguraikan bagaimana 

analisis maqa>s}id al-syari>’ah terhadap ketentuan saksi dalam wasiat pada Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 195. 

BAB V        : Penutup 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan 

penutup.

                                                           
 
34

 Ibid.,95.        
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, SAKSI, DAN  

MAQA>S}I>D AL-SYARI>’AH 

        

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat 

1. Definisi Wasiat  

Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu al-was}iyyah yang berarti pesan 

atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik 

ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.
1
  

Wasiat berasal dari  kata ٝٚص yang artinya menyampaikan.
2
 Wasiat  

adalah i>s}ha>’  .memberikan pesan, perintah,  pengampuan, perwalian)  إ٠صاء

Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah 

pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan 

jalan tabarru’ (kebaikan tanpa menuntut imbalan). 
3
 

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengatakan bahwa wasiat adalah: 

٘    ٟ  ٘   ت  ١  ص  ٛ  ٌ  ا   ْ  س  ٔ  ل  ا   ت  ب  :  ٝ  ع   ت  ع  ف  ٕ  ِ  ٚ  ا ا  ٕ  ٠  د   ٚ  ا ا  ٕ  ١  ع   ٖ  ش  ١  غ   ا ّ  ا   ه  ٍ  ّ  ٠   ْ  ا   ٍ ٙ  ا   ٗ  ٝ ٌ  ٛص  ٌ ٌ   ث  ٛ  ِ   ذ  ع  ب   ت  ب  ٌ ٝ ص  ٛ  ّ  ا  

“Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa 

benda, utang, atau manfaat. Agar penerima memiliki, pemberian itu setelah si 

pewasiat meninggal dunia”  
4
 

Dalam pengertian syara’, wasiat adalah pemberian seseorang kepada 

orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh 

orang yang berwasiat tersebut meninggal.
5
  

                                                           
1
 Nur Aisyah. Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW, El-Iqtishady. Vol. 1, 2019, 55. 

2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishng, 2009), 

588. 

3
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. Pertama Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1987), 439. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., 594. 
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Adapun fuqaha‟ Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah memeberi 

definisi yang lebih rinci yaitu “suatu transaksi yang mengharuskan penerima 

wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau 

yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta pewasiat kepada penerima”.
6
 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa jelas 

perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah 

berlaku sejak pemberian itu terjadi setelah selesai pernyataan hibah diucapkan 

atau dinyatakan oleh yang menghibahkan sedangkan pada wasiat pemilikan itu 

terjadi setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah  pemberian suatu benda 

dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah 

pewaris meninggal dunia (Ps.171 huruf f KHI).
7
 

Dalam hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah testament. 

Namun demikian, adan perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut 

hukum Islam dan testament dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut 

keriteria dan persyaratan. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam mencoba 

mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi tabarru’, 

agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu di data sedemikian 

rupa, agar diperoleh    ketertiban dan kepastian hukum.
8
 

Dari berbagai pengerian diatas penulis menyimpulkan bahwa wasiat 

merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau 

sekedar manfaatnya yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan 

wasiat tanpa mengharap imbalan yang pelaksanaannya berlaku setelah orang 

yang berwasiat meninggal dunia. 

2. Dasar Hukum Wasiat  

Adapun dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat adalah 

berdasarkan Al-Qur‟an, Al-Hadis, dan Ijma‟. 

a. Al-Qur‟an 

                                                           
6
 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 

354. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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  Dalam Al-Qur‟an surat al-Baqarah Ayat 180 ; 

كْرَةّيْنَ ةّا
َ
ا
ْ
يَالدَّينّْ وَال

ْ
ثِ لّل يَصّيَّ

ْ
ال
ۨ
مَيْتِ اّنْ تَرَكَ خَيْدًاۖ  

ْ
مِ ال

ِ
حَدَك

َ
مْ اّذَا حَضُرَ ا

ِ
يْك

َ
تّبَ عَل

ِ
مَعْرِوْفِّۚ ك

ْ
ل

لّيْنَۗ   مِتَّ
ْ
ى ال

َ
ا عَل    ٠حَلًّ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di 

antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua 

dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 180)
9
 

 

Selanjutnya dijelaskan dalam (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 240) : 

 

ذّينَْ يِ 
َّ
حيَْلّ غَيْدَ اّخْرَاجٍ ِۚ فَاّنْ وَال

ْ
ى ال

َ
تَاعًا اّل زْوَاجّىّمْ مَّ

َ
ا ّ
 
ثً ل صّيَّ زْوَاجًاۖ وَّ

َ
مْ وَيَذَرِوْنَ ا

ِ
يْنَ مّنْك  تَيَفَّ

ِ عَزّيزٌْ حَكّيْمٌ  عْرِوْفٍۗ وَاللّٰه نْفِسّىّنَّ مّنْ مَّ
َ
نَ فّيْْٓ ا

ْ
مْ فّيْ مَا فَعَل

ِ
يْك

َ
ا جِنَاحَ عَل

َ
   خَرَجْنَ فَل

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan 

meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi 

nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). 

akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali 

atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf 

terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 

Al-Baqarah Ayat: 240). 

Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 106 :  

ثّ اثْنٰنّ ذَوَا عَ  يَصّيَّ
ْ
مَيْتِ حّيْنَ ال

ْ
مِ ال

ِ
حَدَك

َ
مْ اّذَا حَضُرَ ا

ِ
مَنِيْا شَىَادَةِ ةَيْنّك

ٰ
ذّينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
وْ ﴿ يٰٓا

َ
مْ ا

ِ
نْك دْلٍ مّ 

بّسِ  حْ
َ
مَيْتّۗ ت

ْ
صّيْتَثِ ال مْ مُّ

ِ
صَاةَتْك

َ
رْضّ فَا

َ
ا
ْ
نْتِمْ ضَرَةْتِمْ فّى ال

َ
مْ اّنْ ا

ِ
خَرٰنّ مّنْ غَيْدكّ

ٰ
يْنَىِمَا مّنْْۢ ةَعْدّ ا

تِمِ شَىَ 
ْ
ا نكَ

َ
انَ ذَا كِرْبٰىۙ وَل

َ
يْ ك

َ
ل شْتَدّيْ ةّهٖ ثَمَنًا وَّ

َ
ا ن

َ
ّ اّنّ ارْتَبْتِمْ ل يةّ فَيِلْسّمٰنّ ةّاللّٰه

ٰ
ل ّ اّنَّآْ اّ الصَّ ذًا ادَةَ اللّٰه

ثّمّيْنَ 
ٰ
ا
ْ
مّنَ ال

َّ
 ل

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) 

kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua 
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orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di 

bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi 

itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu 

ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan 

sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan 

kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-

orang yang berdosa” (Q.S. Al-Maidah ayat: 106).
10

 

Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang menuliskan wasiatnya  

sendiri,  dan  diketahui  bahwa  tulisan  tersebut adalah  tulisannya,  tetapi  

tidak  ada  saksi  yang  menyaksikannya,  maka apakah wasiat itu  sah?  

Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan 

diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi 

waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan 

itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun 

diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita 

sakit itu.  

Namun, para ahli hukum Islam dikalangan mahzab Hambali
11

 

berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum 

sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah 

membatalkan wasiat yang ditulis itu.  

Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah
12

 

mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan 

justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang 

hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah 

bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk 

(qarinah) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah 

pembuktian suatu permasalahan. 

Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa : 

ِ  ٙ  ب   ُ  ى  ح   ٙا  ١  ف   ذ  ٙ  ش  ٠   ُ  ٌ  ٚ   ت  ١  ص  ٚ   ب  خ  و   ٓ  ِ  ٚ   ا ٙ  ٕ  ع   ٗ  ع  ٛ  ج  س   ُ  ٍ  ع  ٠   ُ  اٌ  ا   
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“Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang 

menyaksikannya maka  dihukumi  sah. Selama  tidak  diketahui  bahwa  ia  

telah  menarik  wasiatnya”.
13

 

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang 

siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia  tidak  

mempersaksikan  isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi  

wasiat itu sah.” 
14

 

Imam  az-Zarkasy  menjelaskan  bahwa  jika  seseorang  menulis 

wasiatnya  sedangkan  tidak  disaksikan  dan  tulisannya  dikenal  maka  

tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut  meralatnya.
15

 

Sedangkan menurut Ibnu Uqail dan Abu Barkah, “Barang siapa  yang 

menulis  wasiatnya  kemudian  disegel  lalu  dia  berkata  kepada  orang  lain 

“Saksikanlah  apa yang ada di dalamnya,” perkataan  itu  tidak  sah. Alasannya  

syarat saksi adalah mengetahui.    

Dengan demikian berdasarkan ayat diatas menunjukkan secara jelas 

mengenai hukum wasiat, teknis pelaksanaan dan materi menjadi objek wasiat. 

Bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan 

hukum wasiat.   

b. Al-Hadis  

Selain Al-Quran, juga ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang 

wasiat diantaranya sebagai berikut : 

حذرٕا عبذ الله بٓ ٠ٛسف اخبشٔا ِاٌه عٓ ٔافع عٓ عبذ الله بٓ عّش سضٟ الله عّٕٙا اْ سسٛي الله 

ٓ  إ ل   صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚسٍُ لاي : ٗ  ٠ ب ١ ج  ٌ ١ ٍ خ ١  ٝ  ف ١  ٛ  ص   ٠  ْ ١ ب  ٠ ش ٠ ذ  ا  ُ  ٌٗ   ش   ٍ س   ِ ش ا    ِ ك  ا ا ح   ِ ١ خٗ    :  ص   ٚ  ٚ

خ   ى   ِ  ٖ ٕ ذ  ب ت  ع  )سٚاٖ اٌبخاسٜ(. ٛ 
16
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Dasar wasiat dalam hadis Nabi SAW , Dari Abdullah bin Yusuf dari 

Malik dari Nafi‟ dari Abdullah bin Umar R.A, Ia berkata: bahwa Rasulluah 

SAW bersabda : “Bukankah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu 

yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, 

kecuali wasiatnya telah tercatat disisinya”. (H.R. al-Bukhari). 

حذرٕا ع١ذة عبذالله،  لاي : اخبشٔا عبذ اٌصّذ، لاي : ٔصش بٓ عٍٟ اٌحذأٝ، لاي : اخبشٔا الشعذ 

ٚ    الله   سسٛي  بٓ جابش ، لاي : حذرٕٝ شٙش بٓ حٛشب اْ ابا ٘ش٠شة حذرٗ اْ   ي  ُ لا  ٍه س  صٍٝ الله ع١ٍٗ 

  ْ ٓ  سخه   الله   جً ١ٌعًّ اٚ اٌّشاة بطاعت  اٌش   : ا  ت  ٟ اٌٛص١ه اْ ف  ٠حضش ّ٘ا اٌّٛث، ف١ضشه  ُ  سٕت، ر   ١

هٟ  ّا  ٙ  فخجب ٌ   ٓ  اب   إٌاس. لاي ٚلشأ عٍ ٓ   ٕ٘ا   ٘ا   ٛ ٘ش٠شة ِ ٠ٛصٟ بٙااٚ ر٠ٓ غ١ش  ت  اٌٛص١   بعذ   )ِ

(. )سٚاٖ ابٛ داٚد(. ُ  ١  ظ  ٌع  ا   ص  ٛ  ف   ٚراٌه   ِٓ الله. ِضاس ٚص١ت
17

 

Dari ‘Aidah ;Abdullah, dari ‘Abd al-Shamad, dari Nashr bin Ali 

al-Haddany, dari al-‘Asy’ats bun Jabir, dari Syahr bin Hausyah, dari 

Abu Hurairah menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW. 

Bersabda:“Bahwa seseorang sungguh akan beramal, juga perempuan 

(sungguh akan beramal) taat kepada Allah SWT itu selama enam puluh 

tahun, kemudian keduanya kedatangan ajalnya, sedang keduanya 

menyulitkan dalam wasiatnya, maka keduanya pun akan dipastikan masuk 

neraka”. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat :...”sesudah wasiat 

yang ia wasiatkannyaatau (untuk membayar) hutang, padahal wasiat itu 

tidak juga menyusahkan, sebagai ketetapan dari Allah. Yang demikian itu 

adalah batas-batas ketentuan Allah, barang siapa yang taat kepada Allah 

dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surge-surga yang di 

bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, mereka akan kekal di surge-

surga itu: dan demikian itu adalah kebahagiaan yang sangat besar”. 

(H.R. Abu Dawud). 

Berdasarkan dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat 

yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan 

suatu kehati-hatian, sebab kematian seseorang tidak ada yang mengetahui, 

kemudian pada hadis berikutnya dapat dipahami bahwa apabila seseorang 

beramal baik selama enam puluh tahun, sedangkan ia dalam wasiatnya 

berbuat kecurangan maka terhadap orang tersebut jaminannya adalah 

neraka. 

Selanjutnya dalam hal ini al-Syafi‟i memberikan komentarnya 

bahwa orang Islam yang berwasiat sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan 

berada disisinya, sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak 

dinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa jadi cita-cita si 
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pewasiat tidak tercapai karena kematian seseorang tidak ada yang 

mengetahui kecuali Allah SWT. 

c. Ijma‟  

Pengertian Ijma‟ adalah kesepakatan para mujtahid diantara umat 

islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulluah terhadap hukum syara‟ 

tentang suatu masalah atau kejadian.
18

 

Mengenai wasiat, kaum muslimin sepakat bahwa wasiat merupakan 

syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma’ demikian didasarkan pada ayat-ayat Al-

Qur‟an dan al-Sunnah seperti dikutuip diatas. Oleh karena itu, wasiat yang 

dilakukan oleh seseorang, sepanjang isi wasiatnya baik, wajib dipenuhi, 

setelah dibayar hutangnya.
19

 

3. Hukum Wasiat 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak menegaskan 

mengenai status hukum wasiat. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat 

tentang status hukum wasiat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status 

hukum wasiat ini tidak fardhu „ain, baik kepada kedua orang tua maupun 

kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak 

menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum 

Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah 

berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu 

mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2) ayat (180) itu telah di nasakh oleh surat An-

Nisa‟ (4) ayat (11)-(12). 
20

 

Oleh karena itu, kedua orang tua dan kerabat dekat, baik yang 

menerima warisan maupun yang tidak menerima warisan setelah turunnya 
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surat An-Nisa‟ (4) ayat (11)-(12) itu sudah tertutup haknya untuk menerima 

wasiat.
21

 

Ulama mahzab Hambali berpendapat bahwa wasiat menjadi wajib 

apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-

hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung 

kewajiban zakat, haji atau kifarat ataupun nazar. Wasiat menjadi 

sunnat jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, 

dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak 

dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat 

dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, 

sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi 

haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau 

berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi 

mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar‟i seperti wasiat 

kepada orang yang kaya.
22

 

Ulama Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib 

hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia 

meninggalkan harta, baik hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun 

jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum di kalangan Mahzab Masruq, Iyas, 

Qatadah, Ibnu Jarir dan beberapa ahli hukum Islam lainnya memandang 

bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat 

yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat 

itu. Sementara itu, para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan 

pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu 

berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Bisa saja wajib bagi 

seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-

siakan, dapat pula sunnah apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, 

dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut 

merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat 
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itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal 

jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut, dan dapat menjadi 

jaiz apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang berada, apakah 

penerima wasiat dari pihak keluarga atau tidak.
23

 

Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat 

hukumnya fardhu „ain. Mereka beralasan bahwa Al-Qur‟an dan surat Al-

Baqarah (2) ayat (180) dan surat An-Nisa‟ (4) ayat (11)-(12) Allah Swt. 

mewajbkan hamba-hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada 

ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari 

pada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, 

dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Jadi, merupakan 

kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Hal ini sejalan dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menyatakan bahwa hak menerima 

wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan tidak diperkenankan kecuali 

apabila ahli waris lain memperbolehkannya.
24

 

Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam 

bentuk wasiat wajibah, yang saat ini banyak dipergunakan oleh negara-negara 

Islam, termasuk di negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kompilasi 

Hukum Islam.  

Pendapat sebagaimana tersebut di atas juga dikemukakan oleh Dawud 

al Zahiry, Ibnu Jarir al Tabary dan sebahagian ulama tabi‟in seperti Al-

Dahhak, Tawus dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu 

hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang di nasakh itu adalah wasiat 

yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya 

bagian yang diterima dalam hal menerima waris.  Oleh karena itu, mereka 
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yang tidak menerima waris, tidak termasuk bagian yang di nasakh oleh ayat 

(11)- (12) surat An-Nisa‟(4) tersebut.
25

 

Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa, 

maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang 

yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya, maka harus dikeluarkan 

sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu.
26

  

Imam Syafi‟i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui 

oleh Ibnu Abdul Barri sebagai ijma‟ ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib 

berdasarkan dalil makna hadis dari Ibnu Umar r.a. itu, karena seandainya dia 

tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli 

warisnya berdasarkan ijma‟ para ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah 

wajib, maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai 

bagian pengganti wasiat itu.
27

 

Jadi, menurut hemat penulis pemahaman tentang status hukum wasiat 

ini ternyata sangat tergantung dengan situasi dan kondisi orang yang 

melaksanakan wasiat itu. Pada suatu saat mungkin bisa wajib, bisa haram, 

makruh, sunnat, ataupun jaiz. 

4. Rukun dan Syarat Wasiat 

Mengenai syarat-syarat wasiat secara garis besar adalah mengikuti 

rukun-rukunnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memberi 

penjelasan tentang rukun dan syarat wasiat.
28

 

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat 

wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan 

kehendak syara’. 
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Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya 

menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.
29

  

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah rukun wasiat itu hanya satu yaitu 

ijab dan qabul.
30

 

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima mazhab 

menjelaskan tentang rukun wasiat  

ّ  ا  ٚ   ت  غ  ١  ٌصِّ : ا   ت  ع  ب  س  ا   ت  ١  ص  ٛ  ٌ  ا ْ  وا  س  ا   ٚ  ٛص  ٌ  ٝ  ٌ ّ  ا  ٚ   ٗ  ٝ ٌ  ص  ٛ  ّ  ا ٗ  ٝ ب  ص  ٛ  ٌ  

  “Rukun  wasiat  terdiri  dari  empat  yaitu:  sighat,  orang  yang 

berwasiat,  orang  yang  menerima  wasiat,  dan  barang  yang diwasiatkan.”
31

 

Demikian pula menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab Fiqh Al-

Mazdahib Al-Arba‟ah menjelaskan rukun wasiat  

ِ  ٙ  ٔ  وا  س  ا   ٚ  ص  ٛ  ا،  ت            ٛ  ِ  ٚ   ٗ  ٝ ٌ  ص  ٛ  ِ  ٝ  ١ غ  ص   ٚ   ٗ ٝ ب  ص    

“Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang 

berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan 

sighat.”
32

 

Jumhur  ulama  berpendapat bahwa rukun wasiat ada  empat,  yaitu  

mu>s}i> (pemberi wasiat), mu>}sa lahu (penerima wasiat), mu>s}aa bih 

(sesuatu/barang  yang  diwasiatkan)  dan  sighat  (redaksi/ucapan serah terima 

wasiat).  

Dari  keempat  rukun  di  atas  masing-masing  memiliki  syarat  yang 

harus  dipenuhi  agar  wasiat  menjadi  sah.  Adapun mengenai syarat masing-

masing rukun wasiat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

1.  Orang  yang  berwasiat  (al-mu>s}i )  

Mengenai orang  yang  berwasiat  disyaratkan orang  yang  memiliki  

kesanggupan  melepaskan  hak  miliknya  kepada orang  lain  (ahli tabarru’)  
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yaitu  orang  yang  mempunyai  kompetensi (kecakapan)  yang  sah.  

Keabsahan  kompetensi  ini  didasarkan  pada  akal, kedewasaan,  

kemerdekaan, ikhtiar dan  tidak  dibatasi  karena  adanya kedunguan  atau  

kelalaian.  Apabila  pemberi  wasiat  itu  seseorang  yang kurang  

kompetensinya,  yaitu seperti  karena  ia  masih  anak-anak,  gila,  hamba 

sahaya,  dipaksa  atau dibatasi maka  wasiatnya  itu tidak sah. 
33

  

Mahzab  Hanafi  mensyaratkan  orang  yang  berwasiat itu  

hendaknya  orang  yang  mempunyai  keahlian  memberikan  hak  milik 

kepada  orang  lain.
34

 yaitu: Terkait  syarat  orang  yang  berwasiat   (al-

mu>s}i):  

a.  Dewasa   

b. Berakal sehat   

c. Merdeka  

d. Tidak terpaksa  

e. Tidak berada di bawah pengampuan.
35

   

Semua  mahzab  sepakat  bahwa  wasiat  seorang  gila  yang  dibuat 

dalam  keadaan  gila  dan  wasiat  anak  kecil  yang  belum  mumayyiz,  

tidak sah.  Tetapi  mereka  berselisih  pendapat  mengenai  wasiat  anak  

kecil  yang sudah  mumayyiz.  Mahzab Maliki, Hanbali dan Syafi‟i 

mengatakan wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (jaiz).    

Sedangkan mahzab  Hanafi  mengatakan  tidak  boleh,  kecuali  jika  

wasiat  itu menyangkut  persiapan  kematian  dan  penguburannya.  Seperti 

yang telah kita ketahui bahwa kedua masalah ini tidak perlu adanya 

wasiat.
36
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Syarat  bagi  orang  yang  berwasiat ini telah  diatur dalam 

Kompilasi Hukum  Islam pasal 194  yaitu:  

1) Orang  yang  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun, berakal    

sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan  dapat  mewasiatkan sebagian harta  

bendanya  kepada  orang  lain atau lembaga.  

2) Harta  benda  yang  diwasiatkan harus merupakan  hak  dari pewasiat.  

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  

ini  baru dapat dilaksanakan  sesudah  pewasiat  meninggal dunia. 
37

 

2. Orang yang menerima wasiat (al-mu>s}a lah)  

Para ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  orang-orang  atau  badan  

yang  menerima wasiat  adalah  bukan  ahli  waris,  ketentuan  ini  sejalan  

dengan  rumusan Pasal  171  huruf  f  dan  Pasal  194  ayat  (1)  Kompilasi  

Hukum  Islam  di Indonesia. 
38

 

Mahzab  empat  sepakat  akan  tidak  bolehnya  wasiat  untuk  ahli 

waris,  kecuali  jika  disetujui  oleh  para  ahli  waris  lainnya.  Mahzab 

Imamiyah  mengatakan:  “Wasiat  boleh  untuk  ahli  waris  maupun  bukan 

ahli  waris  dan  tidak  tergantung  pada  persetujuan  para  ahli  waris  lainnya, 

sepanjang  tidak melebihi  sepertiga  harta  warisan.” 
39

 

Sedangkan madzab Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanafiyah 

membolehkan  wasiat  terhadap  ahli  waris  manakala  mendapat  ijin  dari 

semua ahli  waris, pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi  SAW:  

ٚ  ل   ٛ  ا   اض  ١  ج  ٠   ْ  ا   ل  إ   د  اس  ٛ  ٌ   ت  ١  ص    اسلطٕٟ(ٚاٖ اٌذه )س ت  ر  س  ٌ  

“Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang- orang yang menerima 

pusaka, kecuali para ahli waris lain membolehkannya.”(HR. al-Daruquthny)
40
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Di kalangan mahzab Hanafi syarat orang yang menerima wasiat (al-

mu>s}a lah) harus :  

a. Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang     

tidak bisa memiliki.  

b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan 

wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat 

kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. 

c. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang 

yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. 

d. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena 

itu sah saja wasiat orang muslim kepada kafir dzimmi. 

e. Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad.
41

 

Imam Syafi‟i berpendapat ada syarat yang lain yaitu dalam berwasiat 

tidak boleh kepada orang yang lemah dan karena orang yang lemah tidak bisa 

membelanjakan harta, seperti sudah tua, sakit-sakitan dan wasiat lebih baik 

diberikan ketika menjelang mati.
42

 

3. Barang  yang  diwasiatkan  (al-mu>s}a bih)  

Semua  mahzab  sepakat  bahwa  barang  yang  diwasiatkan  haruslah 

bisa  dimiliki. Jadi, tidaklah sah mewasiatkan  benda  yang  menurut kebiasaan  

lazimnya  tidak  bisa  dimiliki  atau  tidak  bisa  dimiliki  secara syar‟i  seperti  

minuman  keras.
43

  Wasiat  dinyatakan  sah  dengan  berupa harta  apapun  

yang  bernilai  baik  yang  berwujud  maupun  yang  berupa manfaat.  

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai wasiat manfaat. Sehubungan  

dengan  hal  tersebut  para ahli hukum Islam di kalangan anshar 
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mengemukakan  bahwa  pewasiatan  manfaat itu  boleh  dilakukan. Sedangkan  

Ibnu  Abi  Laila,  Ibnu  Syubrumah  dan  para  ahli  hukum  Zhahiri 

berpendapat  bahwa  pewasiatan  manfaat yaitu  batal,  karena  manfaat  itu 

adalah tidak sama dengan harta. 
44

 

Dalam pasal 198 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia  

disebutkan wasiat yang berupa  hasil  dari  suatu  benda  ataupun  pemanfaatan  

suatu benda  harus diberikan jangka  waktu tertentu. 
45

 

5. Redaksi wasiat  (sighat) 

 Wasiat dipandang  sah  apabila  dalam  membuatnya  mempergunakan  

(sighat) wasiat  yang  memberi  pengertian  adanya  wasiat  baik  dilaksanakan 

secara  tertulis,  lisan  atau dengan isyarat. 

Sighat  wasiat  ialah  kata-kata  atau  pernyataan  yang  diucapkan  atau 

dinyatakan  oleh  orang  yang  berwasiat  atau  penerima  wasiat.  Sighat 

wasiat  itu  terdiri  atas  ija>b  dan  qabu>l. Ija>b ialah  kata-kata  atau  pernyataan 

yang  diucapkan  atau  dinyatakan  oleh  orang  yang  berwasiat, sedangkan 

qabu>l adalah  kata-kata  atau  pernyataan  yang  diucapkan  oleh  orang  yang 

menerima  wasiat, sebagai tanda  penerimaan dan persetujuannya.  

Sebenarnya tidak ada redaksi khusus dalam pelaksanaan wasiat ini, 

wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa  dianggap 

menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang 

meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku 

wasiatkan barang ini untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan 

adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan qabu>l sebab wasiat 

itu mempunyai dua arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah 

dan oleh karena itu perlu adanya qabu>l, pada kondisi yang lain ia seperti 

barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ija>b dan 

qabu>l.  
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Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai apakah  penerimaan  orang 

yang  menerima  wasiat  merupakan  syarat  sahnya  atau  tidak,  Imam Malik 

mengatakan bahwa qabu>l dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat 

sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi‟i 

mengatakan bahwa qabu>l dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat 

sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan 

al-Syaibani memandang bahwa qabu>l itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, 

sebab tindakan wasiat itu merupakan ikhtia>riah. Oleh karena itu, pernyataan 

qabu>l sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga 

dalam transaksi lainnya.
46

 

Mengenai pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, 

para ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah, Syafi‟i dan Maliki
47

 

menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat 

asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang 

menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang 

menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang 

menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap 

pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat 

oleh orang yang menderita sakit itu.  

Para ahli hukum Islam dikalangan mahzab Hambali
48

 berpendapat 

bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak 

diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat 

yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah
49

 

mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan 

justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang 

hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah 

bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk 
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(qarinah) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah 

pembuktian suatu permasalahan. 

Dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, tentang pelaksanaan 

wasiat sebagaimana tersebut di atas itu tentu sangat diperlukan karena adanya 

kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat 

dengan bukti-bukti yang otentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan 

dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan 

notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (1) nya dikemukakan pula bahwa 

apabila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya 

dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol 

notaris. 
50

 

Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat 

berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada 

orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, 

keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaaan 

wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah 

dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memeberi 

wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini 

sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan 

kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
51

 

  Para ulama berselisih pendapat  tentang apabila seseorang menuliskan  

wasiatnya  sendiri,  dan  diketahui  bahwa  tulisan  tersebut adalah  tulisannya,  

tetapi  tidak  ada  saksi  yang  menyaksikannya,  maka apakah wasiat itu  sah?  

Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa : 

ِ  ٙ  ب   ُ  ى  ح   ٙا  ١  ف   ذ  ٙ  ش  ٠   ُ  ٌ  ٚ   ت  ١  ص  ٚ   ب  خ  و   ٓ  ِ  ٚ   ا ٙ  ٕ  ع   ٗ  ع  ٛ  ج  س   ُ  ٍ  ع  ٠   ُ  اٌ  ا   
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“Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang 

menyaksikannya maka  dihukumi  sah. Selama  tidak  diketahui  bahwa  ia  

telah  menarik  wasiatnya”.
52

 

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang 

siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia  tidak  

mempersaksikan  isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi  

wasiat itu sah.” 
53

 

Imam  az-Zarkasy  menjelaskan  bahwa  jika  seseorang  menulis 

wasiatnya  sedangkan  tidak  disaksikan  dan  tulisannya  dikenal  maka  

tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut  meralatnya.
54

 

Adapun upaya penyaksian wasiat  baik  melalui  saksi  biasa  atau  

notaris  sebagai  pejabat resmi,  dimaksudkan  agar  realisasi  wasiat  setelah  

pewasiat  meninggal  dapat berjalan lancar. 
55

 

6. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat  

Suatu wasiat itu menjadi batal dengan hilangnya salah satu syarat 

sebagai berikut:  

a. Jika pemberi wasiat menderita penyakit gila yang parah yang dapat 

membawa  pada  kematian. 

b. Jika penerima wasiat mati sebelum pemberi wasiat meninggal. 

c. Jika sesuatu yang diwasiatkan tersebut barang tertentu menjadi rusak 

sebelum diterima oleh penerima wasiat.
56
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d. Jika wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. 

Suatu  wasiat  dapat  dicabut  oleh  pemberi  wasiat tanpa  memerlukan 

pertimbangan atau persetujuan dari  yang  berwasiat, seperti: 
57

 

1. Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada 

orang  lain.  

2. Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.  

3. Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukar harta 

yang diwasiatkannya.  

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197 telah 

menjelaskan tentang  hal-hal batalnya  wasiat  diantaranya  adalah: 
58

 

1.   Wasiat  menjadi  batal  apabila  calon penerima  wasiat berdasarkan 

putusan  hakim  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dihukum 

karena:  

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya  berat pada  pewasiat. 

b. Dipersalahkan secara memfitnah  telah mengajukan  pengaduan bahwa  

pewasiat  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam dengan  

hukuman  lima  belas  tahun  penjara  atau  hukuman  yang lebih berat. 

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat 

untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan 

calon penerima wasiat. 

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan 

surat wasiat dari pewasiat.  

2.   Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat 

itu: 
59
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a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia 

sebelum meninggalnya pewasiat.  

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 

menerimanya.  

c. Mengetahui adanya wasiat  itu,  tetapi  tidak  pernah  menyatakan 

menerima  atau  menolak  sampai  ia meninggal sebelum meninggalnya  

pewasiat.  

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.  

Melihat isi pasal 197 tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan batalnya 

wasiat tersebut dianalogikan dengan penghalang dalam kewarisan meskipun 

tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, demi teralisasikannya tujuan 

wasiat, maka ketentuan tersebut perlu disosialisasikan dimasyarakat. 

Mazhab empat mengatakan, apabila penerima wasiat mati sebelum 

meninggalnya  pemberi  wasiat,  maka  wasiat  batal.  Sebab wasiat adalah 

pemberian  yang  jika  diberikan kepada  orang  mati  tidak sah.
60

 

B.  Tinjauan Umum Tentang Saksi 

1. Definisi Saksi 

   Adapun secara bahasa, syaha>dah “kesaksian” berasal dari kata 

musya>hadah  yang  berarti  melihat  dengan  mata,  karena  syahid  orang yang  

menyaksikan  memberi  tahu  apa  yang  ia  saksikan  dan  lihat. Maknanya  

adalah  pemberitahuan adalah informasi  yang  diberikan  oleh  orang  yang  

jujur  untuk  menetapkan  seseorang  atas  apa  yang  ia  ketahui dengan  suatu  

lafadz, yaitu “Aku saksikan atau aku telah  menyaksikan” (asyhadu atau 

syahidtu). 
61
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   Menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam kamus hukum  disebutkan  

bahwa saksi  adalah  orang yang didengar keterangannya di muka  pengadilan,  

orang  yang  mendapat  tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat  

didengar  keterangannya di muka  pengadilan. 
62

 

   Kata asy-syaha>dah berarti berita  atau informasi  yang  pasti. Adapun 

menurut istilah syara‟, syaha>dah satu hak dengan  menggunakan kata bersaksi/ 

menyaksikan (asy-syaha>dah) di depan majelis hakim dalam persidangan.
63

 

   Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di 

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan  

secara  lisan  dan  pribadi  oleh  orang  yang  bukan  salah  satu pihak dalam 

perkara,  yang  dipanggil  di persidangan.  

  Menurut hemat penulis saksi adalah  orang  yang  menyaksikan sesuatu 

serta memberitahukan  secara  benar  atas  apa  yang  dilihat  dan didengarnya.  

2. Dasar Hukum Saksi 

   Mengenai hukum  pemberian  kesaksian  ini adalah fard}u kifaya>h  bagi  

orang yang ditujukan (yang  harus) memberikannya. Allah berfirman dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282: 

مِْۚ  
ِ
جَالّك تٰنّ  وَاسْتَشْىّدِوْا شَىّيْدَيْنّ مّنْ رّ 

َ
امْرَا  وَّ

ٌ
يْنّ فَرَجِل

َ
يْنَا رَجِل

ِ
مْ يَك

َّ
 فَاّنْ ل

   Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 

Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 

dua orang perempuan (QS.  AlBaqarah: 282)
64

 

Selanjutnya dalam Surat Ath Thalaq: 2 Allah SWT berfirman : 
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شْىّدِوْا ذَوَيْ عَدْلٍ م ّ  
َ
ا وْ فَارّكِيْوِنَّ ةّمَعْرِوْفٍ وَّ

َ
يْوِنَّ ةّمَعْرِوْفٍ ا

ِ
مْسّك

َ
ىِنَّ فَا

َ
جَل

َ
غْنَ ا

َ
مْ ﴿ فَاّذَا ةَل

ِ
نْك

 
َ
مْ يِيْعَظِ ةّهٖ مَنْ ك

ِ
ۗ ذٰلّك ّ ه ىَادَةَ للّّٰ كّيْمِيا الشَّ

َ
خّرّ وَا

ٰ
ا
ْ
يَيْمّ ال

ْ
ّ وَال هٗ  تَّقّ وَمَنْ يَّ  ەۗ انَ يِؤْمّنِ ةّاللّٰه

َّ
 ل
ْ
عَل َ يَجْ اللّٰه

 ﴾ ٢مَخرَْجًاۙ  

   Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah 

(kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah 

pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan 

jalan keluar baginya, (QS. Ath Thalaq: 2). 
65

 

   Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan 

keputusannya sesuai dengan kesaksian yang jika memang kesaksian itu telah 

memenuhi syarat-syaratnya. Adapun rukun kesaksian adalah adanya kalimat 

saya bersaksi (asyhadu) ketika saksi melakukan kesaksian. Tidak boleh 

menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena nash-nash syara‟ 

mensyaratkan penggunaan kalimat ini.
66

 

   Adapun hukum  memberikan kesaksian adalah fard}u kifa>yah jika para 

saksi dimintai keterangan. Ini karena jika semuanya menolak untuk 

memberikan kesaksian, hak-hak masyarakat akan terabaikan. Dengan 

demikian, memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi 

hukumnya adalah fard}u ‘ain.
67

  

   Berdasarkan dlil-dalil al-Qur‟an di atas, Allah SWT memerintahkan 

kepada hambanya untuk menegakkan kesaksian. Baik dalam hal yang 

berhubungan  dengan  muamalah,  hudud,  maupun  lainnya  agar  nampak 

kebenaran-kebenaran  di  dalamnya,  dan masih banyak  ayat-ayat lain  yang  

memerintahkan adanya  kesaksian.  
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3. Syarat-syarat Saksi 

Adapun orang yang menjadi  saksi  harus  memenuhi lima syarat  yaitu  

Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil.
68

 Kelima syarat tersebut sebagian 

disepakati  dan sebagian  yang  lain masih diperselisihkan.  

a. Adil    

Kaum  muslim  sepakat  untuk  menjadikan  adil  sebagai  syarat  

dalam penerimaan kesaksian saksi berdasarkan firman  Allah :  

شْىّدِوْا...
َ
ا مْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَّ

ِ
نْك  ﴾ ٢ۙ  .... م ّ

Artinya:  “…dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  yang  

adil  di antara kamu…”  (QS. ath-Thalaaq : 2)
69

 

Menurut jumhur  fuqaha adil  merupakan  suatu  sifat tambahan  atas  

keislaman. Yaitu dengan menetapi kewajiban-kewajiban syara‟ dan  

anjurannya  dengan  menjauhi  hal-hal  yang  dilarang.  

Sedangkan menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan  lahirnya  

Islam.  Namun  terjadi  silang pendapat  disebabkan  oleh  keraguan  mereka  

tentang  mafhum  kata  “adil” yang  menjadi bandingan  “fasik” 
70

.  

Ulama fuqaha tidak  berselisih,  bahwa  kesaksian  orang  fasik tersebut  

dapat  diterima  apabila  telah  diketahui  tobatnya.  Kecuali  jika kesaksiannya  

itu  terjadi  sebelum  melakukan  qadzaf.  Sebab  menurut  Abu Hanifah, 

kesaksiannya  tidak bisa diterima  meskipun sudah  bertobat.  

b. Dewasa  

Ulama fuqaha  sepakat  bahwa  kedewasaan  itu  menjadi  syarat  untuk  

hal-hal  yang menjadikan  keadilan  sebagai  syarat.  Namun mereka berselisih 

tentang kesaksian anak-anak.  
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Menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak-anak tersebut  

sebenarnya  bukan merupakan  kesaksian melainkan  hanya  merupakan  suatu  

petunjuk.  Dalam  hal  ini  Imam  Malik hanya  berpegangan pada  ketentuan  

yang  diriwayatkan dari  Ibnu  Zubair. 
71

  

Imam Syafi‟i  berpendapat jika  seseorang  beralasan  dengan  alasan  

di  atas, maka  katakan  kepadanya, bahwa Ibnu Abbas r.a. telah  menolaknya, 

sementara  al-Qur‟an juga  menunjukkan  ketidakbenaran  pendapat tersebut.
72

 

c. Islam  

Ulama fuqaha sepakat bahwa keislaman menjadi syarat  diterimanya 

kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir itu tidak 

diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah mengenai pemberian wasiat dalam 

bepergian yaitu Ayat 106 surat al-Maidah: 

يُّىَا﴿ 
َ
ذّينَْ  يٰٓا

َّ
مَنِيْا ال

ٰ
مْ  شَىَادَةِ  ا

ِ
مِ  حَضُرَ  اّذَا ةَيْنّك

ِ
حَدَك

َ
مَيْتِ  ا

ْ
ثّ  حّيْنَ  ال يَصّيَّ

ْ
مْ  عَدْلٍ  ذَوَا اثْنٰنّ  ال

ِ
نْك وْ  مّ 

َ
 ا

خَرٰنّ 
ٰ
مْ  مّنْ  ا

ِ
نْتِمْ  اّنْ  غَيْدكّ

َ
رْضّ  فّى ضَرَةْتِمْ  ا

َ
ا
ْ
مْ  ال

ِ
صَاةَتْك

َ
صّيْتَثِ  فَا مَيْتّۗ  مُّ

ْ
بّسِيْنَىِمَا ال حْ

َ
 ةَعْدّ  مّنْْۢ  ت

يةّ 
ٰ
ل ّ  فَيِلْسّمٰنّ  الصَّ ا ارْتَبْتِمْ  اّنّ  ةّاللّٰه

َ
شْتَدّيْ  ل

َ
يْ  ثَمَنًا ةّهٖ  ن

َ
ل انَ  وَّ

َ
ا كِرْبٰىۙ  ذَا ك

َ
تِمِ  وَل

ْ
ّ  شَىَادَةَ  نكَ  اّذًا اّنَّآْ اللّٰه

مّنَ 
َّ
ثّمّيْنَ  ل

ٰ
ا
ْ
 ﴾ ١٠٦ ال

  Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) 

kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua 

orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di 

bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi 

itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu 

ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan 

sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan 

kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-

orang yang berdosa.”
73
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Menurut Abu Hanifah yang demikian itu, dibolehkan. Sedangkan 

Imam Malik dan Imam Syafi‟i tidak boleh dan menurut mereka ayat tersebut 

telah dihapuskan (mansukhah). 

d. Merdeka  

Menurut jumhur fuqaha Amshar kemerdekaan merupakan syarat 

diterima tidaknya kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zhahiri, berpendapat 

kesaksian seorang hamba itu dapat diterima, karena pada dasarnya yang 

disyaratkan itu hanyalah keadilan dan masalah kehambaan tidak berpengaruh 

pada penolakan kesaksian. Dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa  

kehambaan  itu  merupakan  salah  satu  bekas  dari kekafiran. 
74

    

A.  Mukti  Arto,
75

  berpendapat bahwa   syarat  saksi  harus memenuhi  

syarat  formal  dan  materiil.  Yaitu  dengan  ketentuan  sebagai berikut: 

Adapun yang pertama adalah syarat formal saksi antara lain : 

a) berumur  15  tahun ke  atas.  

b) sehat akalnya.  

c) tidak  ada  hubungan  keluarga  sedarah  dan  semenda  dari  salah  satu 

pihak menurut keturunan  yang  lurus,  kecuali  undang-undang menentukan 

lain.  

d) tidak ada hubungan perkawinan  dengan  salah  satu  pihak  meskipun sudah  

bercerai.  

e) tidak  ada  hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  dengan  menerima 

upah,  kecuali undang-undang  menentukan lain.  

f)  menghadap persidangan.  
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g) mengangkat sumpah  menurut agamanya.) berjumlah  sekurang-kurangnya  

dua orang  untuk  kesaksian  suatu peristiwa,  atau  dikuatkan  dengan  alat  

bukti  lain,  kecuali  mengenai perzinahan. 

i)  dipanggil  masuk ke  ruang  sidang.  

j)  memberikan keterangan secara  lisan.  

Selanjutnya syarat yang kedua ialah  syarat materiil saksi anntara lain:  

a)   menerangkan  apa  yang  dilihat,  ia dengar dan ia  alami sendiri.  

b)  diketahui sebab-sebab  ia mengetahui peristiwanya.  

c)  bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.  

d)  saling bersesuaian satu sama lain.  

e)  tidak bertentangan  dengan  akal  sehat.
76

  

C.  Tinjauan  Umum  Tentang Maqa>s}id Al-Syari>’ah 

1.   Pengertian Maqa>s}id Al-Syari>’ah 

Maqa>s}id al-syari>’ah jika dilihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari 

susunan mudhaf (maqa>s}id) dan mudhaf ilaih (al-syari>’ah). Maqa>s}id sendiri 

merupakan bentuk jamak dari kata maqs}u>d yang berarti maksud dan tujuan. 

Sedangkan kata syari>’ah berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah 

sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum 

yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa 

yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan Nabi Muhammad SAW.
77

 

Secara istilah maqa>s}id al-syari>’ah dapat diartikan sebagai makna dan 

nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari‟at 
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(Allah SWT) dibalik pembuat syari‟at dan hukum, yang diteliti oleh para 

ulama mujtahid dari teks-teks syari‟ah.
78

 

Maqa>s}id al-syari>’ah berkembang dari  makna yang  paling  sederhana  

sampai  makna  yang  holistik.  Di  kalangan  ulama klasik  sebelum  Imam  al-

Shatibi,  belum  ditemukan  definisi  yang konkret  dan  komprehensif  tentang  

maqa>s}id al-syari>’ah.   

Menurut Imam al-Ghazalim maqa>s}id al-syari>’ah yaitu: “Penjagaan  

terhadap maksud dan tujuan syari>’ah adalah  upaya mendasar  untuk  bertahan  

hidup,  menahan  faktor-faktor  dan  mendorong terjadinya kesejahteraan”.  

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqa>s}id al-syari>’ah dengan makna-

makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara‟ dalam seluruh  

hukumnya  atau  sebagian  besar  hukumnya,  atau  tujuan akhir  dari  syari>’ah 

dari  rahasia-rahasia  yang  diletakkan  oleh  syara‟ pada setiap hukumnya. 
79

 

Para  ulama  ushul  sepakat bahwa  maqa>s}id al-syari>’ah adalah  tujuan  akhir  

yang  harus terealisasi  dengan diaplikasikannya syari>’ah.  

Dari berbagai pengertian di atas, menurut hemat penulis dapat  

disimpulkan bahwa maqa>s}id al-syari>’ah adalah maksud Allah selaku  pembuat 

syari>’ah untuk  memberikan  kemaslahatan  kepada  manusia  di  dunia  dan  di 

akhirat.    

    2. Dasar  Hukum Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Secara umum,  tujuan  syara’ dalam  menetapkan  hukumnya  adalah. 

untuk  memelihara  kemaslahatan  manusia  sekaligus  untuk  menghindari 

kemafsadatan  baik  di  dunia  dan  di akhirat.
80

  Hal  ini  senada sebagaimana 

firman Allah QS. al-Anbiya ayat 107 :  

نٰكَ  وَمَآْ﴿ 
ْ
رْسَل

َ
ا ا

َّ
مّيْنَ  رَحْمَثً  اّل

َ
عٰل
ْ
ل ّ
 
 ﴾ ١٠٧ ل
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Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiya ayat 107). 

       3. Pembagian Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam 

dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada 

tujuan yang dimaksud oleh syari‟ (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang 

berkenaan dengan tujuan para mukallaf,
81

 yaitu orang-orang muslim yang 

telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk 

menjalankan hukum tersebut. Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam 

tulisan ini),yaitu maqa>s}id al-syari>’ah dengan makna maqa>s}id al-syari>’ah 

mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:
82

 

a. Tujuan awal sya>ri' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk 

kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia 

dan akhirat. 

b. Tujuan sya>ri' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang 

berkaitan erat dengan segi kebahasaan. 

c. Tujuan sya>ri' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum 

(taklif) yang harus dilakukan. 

d. Tujuan sya>ri 'dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia 

yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang 

berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan 

terhadap hukum-hukum Allah SWT. 

Mengenai poin utama dalam pembahasan maqa>s}id al-syari>’ah dalam 

hal pembagiannya terhadap pemeliharaan maslahah adalah aspek pertama 

yang berhubungan dengan tujuan awal sya>ri' dalam menetapkan hukum. Yaitu 

dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. 
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Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk 

memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun 

gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan 

tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung 

pada pemahaman sumber hokum yang utama, al-Qur'an dan Hadits.  

Sehingga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di 

akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang 

harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara 

agama (h}ifẓ }  al-di>n), meme jiwa lihara (h}ifz} al-nafs), memelihara akal (h}ifz} al-

aql), memelihara keturunan (hifẓ al-nasl), dan memelihara harta (h}ifẓ } al-ma>l). 

Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat 

memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya 

kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.
83

 

Maslahah yang menjadi prinsip dalam maqa>s}id al-syari>'ah dengan 

memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua 

pembagian yaitu: 

1. Mas}lahat kulliyah,yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau   

jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara 

dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama darikerusakan 

2. Mas}lahat al-juz'iyyah al-khashshah, yaitu maslahah perseorangan atau 

perseorangan yang sedikit, seperti pensyari‟atan dalam bidang 

mu‟amalah
84

,yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain. 

Adapun mengenai tolak ukur yang digunakan dalam menentukan baik 

dan buruknya  maslahat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang 

menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi 

kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun tuntutan kebutuhan manusia 

itu bertingkat-tingkat. Adapun secara tingkat urutannya adalah ;  
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a. Kebutuhan primer (d}aru>riyat) 

Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau 

kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan 

tersebut. Kelengkapan atau ciri yang harus ada dalam diri manusia itu ada lima 

tingkatan, secara urutannya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan 

(harga diri). Kelima ini juga dikenal dengan istilah al-d}aru>riyat al-khamsah. 

Al-Gazali menyebut lima tadi dengan maba>di’ al-khamsah.  

Menurut Menurut  al-Syatibi  menjaga  lima  tadi  bisa  ditempuh  

dengan  dua cara dan telah diamini  oleh Amir  Syarifuddin: 
85

 

1)    Dari segi  adanya  (min  naḥiyyati  al-wujūd)  yaitu  dengan  memelihara  

dan menjaga  hal-hal   yang  dapat  melanggengkan  keberadaannya.  

Lebih jelasnya yaitu:    

a.  Memelihara agama  (hifẓ  al-di>n)  misalnya  dengan  ibadah  berupa  

shalat  dan zakat.  

b.   Memelihara jiwa (hifẓ al-nafs) misalnya dengan makan dan minum.  

c.   Memelihara akal (hifẓ al-aql) misalnya dengan mencari ilmu.  

d.   Memelihara  harta  (hifẓ al-ma>l) misalnya dengan jual beli dan 

bekerja. 

e.   Memelihara  keturunan (hifẓ al-nasl) misalnya dengan menikah. 

2)   Dari segi tidak ada (min naḥiyyati al-´adam) adalah mencegah hal-hal 

yang menyebabkan  ketiadaannya.  Lebih jelasnya yaitu: 

a. Memelihara agama (hifẓ al-di>n) misalnya dengan jihad dan 

hukuman bagi orang murtad. 

b. Memelihara jiwa (hifẓ al-nafs) misalnya dengan hukuman qishash 

dan diyat.  
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c. Memelihara akal (hifẓ al-aql) misalnya dengan hukuman bagi 

orang yang mabuk (minum  khamr).   

d. Menjaga harta (hifz} al-ma>l) misalnya dengan memotong tangan 

pencuri dan riba. 

e. Memelihara keturunan (hifz} al-nasl) misalnya dengan hukuman 

bagi pezina.
86

 

b.  Kebutuhan sekunder (haji>yyat)  

Merupakan keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, 

mengurangi beban yang ditangguhkan dan kepayahan dalam kehidupan. 

Aspek hajiyat sendiri  mempunyai prinsip utama yakni untuk menghilangkan 

kesulitan, meringankan beban taklif, dan  memudahkan urusan mereka.
87

 

Keberadaan  kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan  menghilangkan 

kehidupan  manusia  kalau  seandainya  tidak  terpenuhi.  Walaupun  tidak  

sampai merusak, tetapi  keberadaanya  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan  

kemudahan dalam  kehidupan.  

Pengelompokan  tujuan haji>yat dan  segi  penetapan  hukumnya  dibagi 

menjadi  tiga kelompok :  

Pertama, hal  yang  diperintah  oleh  syara‟  untuk  melakukannya  agar  

dapat melaksakan  kewajiban  syara‟ secara  baik.  Inilah  yang dinamakan 

muqaddimah  wajib.  Misalnya, mendirikan  sekolah  dalam  hubungannya 

dengan  mencari  ilmu  demi meningkatnya  kualitas  akal.  Berdirinya  

sekolah memang  perlu, akan  tetapi  seandainya  tidak  didirikan, maka  tidak  

mengapa karena  mencari  ilmu  tidak  harus  di  sekolah.  Maka  dari  itu  

kebutuhan sekolah masuk  kedalam  tingkatan haji>yat.  

Kedua, hal yang  dilarang  oleh  syara‟  melaksanakannya  agar  secara  

tidak  langsung menghindarkan pelanggaran  pada  salah  satu  unsur  yang  
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dharuri.  Misalnya, pelarangan  khalwat  dalam  rangka  menutup  pintu  

terhadap  pelanggaran larangan yang  bersifat  ḍarūrī  yakni  zina. 

Ketiga, segala  bentuk  kemudahan  yang  termasuk  kedalam  hukum  

rukhshah (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan  

manusia. Seandainya tidak ada rukhshāh pun manusia tidak akan  kehilangan  

salah satu  unsur  ḍarūrī, akan tetapi  manusia  akan mengalami  kesulitan.
88

 

c.   Kebutuhan tersier (tahsīni)   

Kebutuhan  yang  dituntut  oleh harga  diri  norma  dan  tatanan  hidup.  

Hal  ini  terkait  dengan  kebutuhan  keindahan tampilan  diri  manusia,  seperti  

pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan. Kebutuhan  ini  

merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak  akan  

mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  maba>di’ alkhāmsah  dan juga tidak 

akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai  pelengkap  hal-hal  

yang  menurut  adat  istiadat  sesuai  dengan  tuntutan moral,  akhlak  dan  

kepatutan. Namun ketiadaan aspek ini akan mengadakan kurangnya  

keharmonisan  dalam  pandangan  akal  sehat  dan  adat  kebiasaan, menyalahi   

kepatutan, dan  menurunkan martabat  pribadi  dan masyarakat. 
89

 

Tahsīniyat  mempunyai  tujuan  asal  tidak  akan  menimbulkan  

hukum wajib  pada  perbuatan  yang  disuruh  dan  hukum  haram  pada  

perilaku  yang dilarang  sebagaimana  yang  berlaku  pada  dua    tingkatan  

sebelumnya  (ḍarūrī dan  hājiyat).  Hukum  sunah  timbul  apabila  ada  usaha  

untuk  memenuhi kebutuhan  tahsini  ini,  dan  apabila  ada  perbuatan  yang  

mengabaikan  kebutuhan ini, maka akan  menimbulkan  hukum  makruh.
90

 

Membersihkan  diri  dari  najis,  menutup  aurat,  berhias  ketika  

hendak  ke masjid,  melakukan   amalan-amalan  sunnah  serta  bersedekah,  

dan  lain sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek  tahsīniyat. 
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 Adapun aspek  tahsīniyat  dalam  bidang  adat  atau  kebiasaan  yang  

positif,  misalnya berlaku  sopan  santun  dalam  makan  dan  minum  atau  

dalam  pergaulan  sehari hari, menjauhi  hal-hal  yang berlebihan, menghindari  

makan yang kotor, dan lain sebagainya.    

  Dari sini  sebenarnya  dapat  dipahami  bahwa al-Syatibi  dalam  

membicarakan  maslahat  memberikan  dua  dlāwabith  almaslahāt  (kriteria  

maslahat)  sebagai  batasan:  Pertama,  maslahat  itu  harus bersifat  mutlak,  

artinya  bukan  relatif  atau  subyektif  yang  akan  membuatnya tunduk  pada  

hawa  nafsu.  Kedua,  maslahat  itu  bersifat  universal  (kulliyāh)  dan 

universalitas ini  tidak  bertentangan dengan sebagian  juziyat-nya.
91

 

Melihat dari ketiga maslahah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok 

d}aru>riyyat, hajiyat, maupun tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau 

mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja 

peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok 

pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok 

itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. 

Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan 

sekunder artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka 

tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit 

kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat 

kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan 

tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih 

bersifat komplementer, pelengkap.  

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya 

kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan d}aruriyat 

didahulukan dari pada maslahat hajiyat, dan didahulukan dari pada 

tahsiniyyat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang 

lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun,dalam banyak 
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hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan 

sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat.  

Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati. 

4. Metode Penetapan Maqa>s}id Al-Syari>’ah 

Dalam metode penetapan maqa>s}id al-Sya>riah Muhammad Tahir Ibn Ashur 

berpendapat dalam bukunya berjudul Maqa>s}id Sya>riah Islamiyyah, mengatakan: 

ada tiga cara menetapkan maqa>s}id  Syari>’ah, yaitu: 
92

 

Pertama, dengan cara istiqra’ (pengambilan beberapa sampel atau contoh) 

bagi syari‟at yang   diterapkan. Cara ini adalah yang terbaik dalam mendapatkan 

maqa>s}id Syari>’ah, dan  terbagi  ke  dalam  dua macam. Yang paling baik dari dua 

macam itu adalah memeriksa sampel  hukum-hukum yang  telah makruf  dengan 

illat, lalu memeriksa illat tersebut  pada  proses  pengambilan hukum dengan illat 

itu. Dengan demikian dimungkinkan  dipahami maksud syari‟at. 

Kedua, metode mengkaji dalil ayat-ayat al-Quran yang jelas dilalahnya, 

sehingga  dengan  demikian  kecil  kemungkinan  maksud  suatu ayat diragukan 

lahir maknanya atau bukan seperti lahir penggunaan kaedah bahasa Arab. 

Ketiga, metode melihat hadits mutawatir, baik mutawatir ma’nawi atau 

mutawatir amali. Mutawatir ma’nawi adalah mutawatir yang diperoleh dari 

pengamatan perilaku para sahabat yang mengamalkan  semuanya  apa  yang  

dilihat pada diri Nabi Saw. Dengan demikian dapat menghasilkan ilmu yang 

meyakinkan pada masalah  agama.  Sedangkan  mutawatir amali adalah  apa  

yang diperoleh oleh seorang  sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang, 

sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud  syari‟at itu
93

                                                       

5. Urgensi Maqa>s}id Al-Syari>’ah 

Ghofar Shidiq berpendapat bahwa kajian teori maqa>s}id al-syari’ah  dalam 

hukum  Islam  adalah sangat penting. Karena begitu pentingnya maqa>s}id al-
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syari>’ah  tersebut, para  ahli  teori hukum menjadikan maqa>s}id al-syari>’ah  sebagai  

sesuatu  yang  harus  dipahami  oleh  mujtahid  yang melakukan  ijtihad.
94

 

 Kajian teori maqa>s}id al-syari>’ah dalam hokum Islam adalah sangat 

penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut:
95

 

a. Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dari  wahyu  Allah  dan 

diperuntukkan  bagi  umat  manusia.  Oleh  karena  itu,  ia  akan  selalu 

berhadapan  dengan  perubahan  sosial.  Dalam  posisi  seperti  ini  di harapkan  

sumber  utama  dalam  hukum  Islam  dapat  beradaptasi dengan  perubahan  

sosial.  Disinilah  pentingnya  peran  maqa>s}id al-syari>’ah  untuk  memberikan  

suatu  jawaban  atas  permasalahan  yang muncul.  

b. Jika  dilihat  dari  aspek  histori,  perhatian  terhadap  teori  ini  telah dilakukan  

oleh  Rasulullah  saw,  para  sahabat  dan  generasi  mujtahid sesudahnya.  

c. Pengetahuan  tentang  maqa>s}id al-syari>’ah  merupakan  kunci keberhasilan  

mujtahid  dalam  ijtihadnya,  karena  di  atas  landasan tujuan  hukum  itulah  

setiap  persoalan  dalam  bermuamalah  antas sesama dapat dikembalikan.  

Menurut Wahbah  az-Zuhaili pengetahuan  tentang maqas}id al-syari>’ah  

merupakan  persoalan  yang  penting  bagi  mujtahid ketika  akan  memahami  

nash  dan  membuat  istinbat  hukum  dan  bagi orang  lain  dalam  rangka  

mengetahui  rahasia-rahasia  syar’iyyah.  Serta menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  

menekankan  akan  pentingnya  maqa>s}id al-syari>’ah,  karena  nash-nash  syari>‘ah  

itu  tidak  dapat  dipahami  secara benar  kecuali  oleh seseorang yang mngetahui  

maqa>s}id al- syari>’ah . 
96

 

Berdasarkan  dari  sisi  historis  diketahui  bahwa  kajian  tentang maqa>s}id 

al-syari>’ah sudah  berlangsung  sejak  lama. Hal tersebut kemudian  menunjukkan  

dan  menjadi  penyebab  adanya  perkembangan konsep  maqa>s}id al-syari>’ah.  
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Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kajian  ini adalah  yang  penting  untuk  

dipahami  setiap mujtahid. Serta dalam penerapannya juga menggunakan  metode  

yang  yang  telah  ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus  menegaskan  bahwa  

maqa>s}id al-syari>’ah  bukan  berdasarkan  kepada  keinginan  hati  atau  mengikuti  

nafsu semata. 
97

 

Melihat dari perkembangan zaman yang semakin maju, serta  

perkembangan suatu masalah juga pasti bermunculan dan lebih variatif.  

Permasalahan hukum yang  muncul  pada  masa  lampau  tentunya  berbeda  

dengan  masalah pada  masa  sekarang.  Perbedaan  ini  bisa  disebabkan  oleh  

faktor  tempat  dan juga  oleh  faktor  masa  atau  waktu.  Untuk  menjawab  

berbagai permasalahan  hukum  Islam  di zaman yang semakin maju  ini  tentunya  

dibutuhkan suatu  metode  yang  benar  sehingga  menghasilkan  ketentuan  

hukum yang bernilai  kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. 

Ahmad  Imam Mawardi berpendapat dalam menyelesaikan  permasalahan  

kontemporer  apabila  kembali  kepada h}arfiyah  teks  adalah  sesuatu  yang  sulit  

atau  bahkan  tidak  mungkin menyelesaikan  masalah  bahkan  menjadi  masalah  

tersendiri,  yakni tereleminasinya  ajaran  Islam  dalam  dinamika  kehidupan.  

Hal  ini  bisa menjadi  berimplikasi  pada  runtuhnya  kemulian  Islam  sebagai  

agama yang  yang  sesuai  dengan  segala  tempat  dan  masa. Satu-satunya  solusi 

yang  tepat  adalah  menangkap  prinsip-prinsip  dasar,  makna-maksa  yang 

universal  dan  tujuan-tujuan  yang  terkandung  di  dalamnya  untuk kemudian  

diterapkan  dalam  wajah  baru  yang  sesuai  dengan  semangat merealisasikan 

kemaslahatan umum. 
98

 

Menurut hemat penulis dari pemaparan di  atas, menunjukkan  bahwa  

konsep maqa>s}id al-syari>’ah  adalah suatu konsep  yang  penting  dan  memiliki  

metodelogi tersendiri yang harus dipahami. 
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BAB III 

KETENTUAN SAKSI DALAM WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM 

ISLAM (KHI) PASAL 195 

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Istilah “Kompilasi” berasal dari bahasa Yunani, diambil dari 

perkataan“compilare” yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti 

mengumpulkan peraturan-praturan yang tersebar berserakan di mana-mana. 

Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “compilation” dalam bahasa 

Inggris atau "compilatie” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian 

dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”
1
 yang artinya 

kumpulan yang tersusun secara teratur (daftar informasi, keterangan-

keterangan dan sebagainya).
2
  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah kitab yang berisi 

kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, 

yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan 

yang disusun secara sistematis. Definisi lain menyebutkan bahwa Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) adalah fikih dalam bahasa undang-undang, sehingga 

susunannya seperti undang-undang yang mencakup pada bab, pasal dan ayat 

yang berisi persolan-persoalan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut yakni 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
3
  

2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam salah satu 

tulisanya K.H Hasan Basry menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada 
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pemerintah Orde Baru. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di 

Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi 

hukum positif yang wajib dipatuhi oleh semua warga Indonesia yang 

beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi 

kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan 

sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri.
4
  

Dari penegasan ini bahwa latar belakang pertama di adakannya 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karena adanya 

kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-

masalah hukum Islam. 

Hal ini secara tegas dinyatakannya oleh karena di Indonesia belum ada 

kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dalam praktek sering kita lihat adanya 

keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda pada kasus yang sama. 

Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk menghakimi orang lain yang 

dianggap tidak sepaham. Dan juga telah kita saksikan bahwa masalah fikih 

yang semestinya membawa rahmat, malah menjadi sebab perpecahan. Dengan 

demikian yang kita rasakan bukan rahmat, melainkan laknat. Hal ini menurut 

pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam mendudukan fikih 

disamping belum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5
 

Menurut Hasan Basri yang melatarbelakangi diadakannya Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) adalah dikemukakannya tentang adanya ketidakjelasan 

persepsi tentang syari‟ah dan fikih. Dikemukakannya bahwa sejak ratusan 

tahun di kalangan umat Islam seluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi 

kekurang jelasan atau kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup 

pengertian syariah Islam dengan fikih, bahkan adakalanya dalam penetapan 

dan persepsi dianggap sama pula dengan al-din. Maka terjadilah kekacauan 

pengertian di kalangan umat Islam dan kekacauan ini berkembang pula di 

pihak-pihak orang yang diluar Islam. Karena syari‟ah Islam itu meliputi 

seluruh bidang kehidupan manusia maka persepsi yang salah akan 
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mengakibatkan kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang-bidang 

kehidupan umat. Hal inilah yang menurutnya pada poin kedua harus 

diluruskan, persepsi tentang syari‟ah harus diseragamkan, harus dikembalikan 

pada awal asalnya sebelum terjadi kemunduran berfikir, sebelum kaum 

penjajah menguasai hidup dan kehidupan orang Islam.
6
 Untuk mengatasi 

kesulitan ini menurutnya harus dilaksanakannya proyek Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 

Selanjutnya Yahya Harahap menambahkan sisi lain dengan apa yang 

diungkapkan diatas. Ia menekankan pada adanya penonjolan kecenderungan 

mengutamakan fatwa atau penafsiran maupun syariah ulama dalam 

menemukan dan menentukan hukum. 

Para hakim di Pengadilan Agama pada umumnya sudah menjadikan 

kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Kitab-kitab fikih sudah berubah 

fungsinya. Kalau semula kitab-kitab fikih merupakan literatur pengkajian ilmu 

hukum Islam. Para hakim Pengadilan Agama telah menjadikannya kitab 

hukum atau Perundang-undangan. Praktik seperti inilah yang menurutnya 

menyebabkan dalam penegakan hukum menurut selera dan persepsi seorang 

Hakim.
7
 

Penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) jika dikatakan bahwa keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia 

banyak dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai 

pemerintah kolonial, maupun pemerintah Republik Indonesia di masa 

kemerdekaan. Terutama disebabkan oleh politik Islam pemerintah Hindia 

Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh pemerintah Republik 

Indonesia banyak kesulitan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Kesulitan 

yang meliputi Peradilan Agama, misalnya terletak pada (a) kewenangan atau 

kompetensinya, (b) hukum acara atau hukum formilnya (c) hukum materiil 
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atau hukum terapannya.
8
 Sebagian kesulitan tersebut telah sirna dengan 

lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Persoalan yang kemudian dapat dihadapi oleh Peradilan Agama adalah 

tentang hukum materiil atau hukum terapannya, yakni hukum positif yang 

harus diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang diajukannya kepadanya. Hukum materiil itu adalah hukum Islam. Inilah 

yang dimaksudkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, M Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu asas Peradilan 

Agama yakni personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah yang 

tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama 

hanya mereka yang mengaku beragama Islam. Persoalannya adalah ada 

sementara termasuk Hakim Peradilan Agama menyamakan syariah dengan 

fikih. Karena ada Hakim yang berpandangan demikian, maka dalam 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya mereka merujuk kepada 

kitab-kitab fikih.
9
  

Perbedaan pendapat ini antara fuqaha yang terdapat dalam kitab fikih 

pegangan Hakim Peradilan Agama tersebut menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang dapat menyebabkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan 

pada Peradilan Agama. Selain itu, di masa yang lalu, wawasan para Hakim 

Peradilan Agama mengenai fikih Islam di Indonesia masih terpaku pada 

hukum yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Jika hal ini berlangsung secara 

terus-menerus kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan berdasarkan 

hukum Islam ke Pengadilan Agama lama-kelamaan akan menyurut bahkan 

bukan tidak mungkin akan sirna. Logika yang demikian harus dihindari dan 

jawaban untuk mengatasi hal tersebut sudah jelas, yaitu harus ada hukum yang 

bisa dijadikan pedoman bagi Hakim Peradilan Agama dalam membuat 

keputusan.
10

 

                                                           
8
 Moh Muhibbin, H. Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 169-170. 

9
 Bustanul Arifin, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimbaga 

Departemen Agama RI, 1991), 135. 

10
 Moh Muhibbin, H. Abdul Wahid, op.Cit., 170-171. 
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Demikian beberapa pendapat yang dikemukakan berkenaan dengan 

latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang permasalahannya 

bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.  

Berdasarkan pemaparan dari para ahli hukum diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa alasan diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

adalah lahirnya putusan hukum yang berbeda terhadap kasus yang sama dalam 

lingkungan Peradilan Agama dikarenakan perbedaan para hakim dalam 

mengambil rujukan sebab perbedaan aliran mazhab. 

3. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Mengenai hukum positif Islam, sebagaimana dirumuskan secara 

sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup berbagai substansi 

dan dimensi. Ia merupakan hukum nasional material yang menjadi rujukan 

dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama. Yaitu meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah 

dan wasiat dan hukum perwakafan. Ia juga mencakup dimensi pemeliharaan 

tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk 

kekuasaan pemerintah negara dan dimensi pengembangan ke dalam produk 

kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan. 

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat harapan 

besar untuk positif kan hukum Islam di Indonesia dengan mempositifkan 

hukum secara terumus dan sistematik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam perumusan 

Kompilasi Hukum Islam
11

antara lain: 

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama 

Secara konstitusional dengan teoritis keberadaan Peradilan Agama 

sebagai salah satu badan lingkungan Peradilan yang melaksanakan amanat 

kekuasaan kehakiman yang ditentukan Pasal 24 Undang-undang 1945 
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 Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: PT 

Logos Wacana Ilmu, 1999),  27 
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telah terpenuhi.
12

 Maka setelah lahir Kompilasi Hukum Islam keberadaan 

Peradilan Agama menjadi berfungsi semakin baik dan jelas dalam 

menangani perkara yang diajukan kepadanya. 

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum  

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti 

nilai-nilai tata hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf 

dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum 

Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan sama kaidah dan 

rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan para hakim di seluruh 

Nusantara. 
13

 

c. Mempercepat Proses Taqribi Bainal Ummah  

Adapun tujuan lain yang hendak dicapai dalam perumusan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak kalah pentingnya adalah 

mempercepat arus proses taqarrub bay>n al-ummah.
14

 Dengan adanya 

kompilasi hukum Islam dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan 

ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan khilafi>yah sekurang-

kurangnya dibidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, 

wakaf dan warisan dapat dipadukan pemahaman yang sama. 

d. Menyingkirkan Paham Private Affair 

Hal lain yang dituju Kompilasi Hukum Islam adalah 

menyingkirkan dua paham dan cakrawala private affair.
15

 Dari 

pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan 

kesadaran masyarakat Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi. 

Tindakan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan semata-mata 

dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah yang tidak 
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 Ibid., 31. 

14
 Ibid., 32. 

15
 Ibid., 33. 
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perlu ada campur tangan dari orang lain. Paham yang bercorak private 

affair ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam tetapi 

meliputi kalangan elit lingkungan ulama dan fuqaha. 

B. Persaksian dalam Wasiat Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas surat Keputusan Bersama  

yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam upaya  menyamakan  dasar 

hukum hakim  dalam  memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Adapun 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini terbentuk melalui upaya ijma‟ para ulama dari 

berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara  nasional, yang 

kemudian mendapat  legalisasi dari kekuasaan Negara.  

Penetapan  dalam  setiap  pasal  juga  melalui  proses  perdebatan  yang 

panjang  demi  mewujudkan  suatu  ketetapan  yang  tidak  merugikan  terhadap 

masyarakat. 

Berkenaan dengan persaksian dalam wasiat diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1), Bab V, tentang 

“Wasiat”.  

Menurut Edi Gunawan dikutip dari jurnal Hunafa 2015, ketentuan pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. 

Ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih tidak 

memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat apalagi notaris 

ke dalam rukum wasiat. Melihat kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab 

fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah 

dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau 

pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat.
16

 

Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana 

kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut 

diakukannya antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat, maka 

melalui ijtihad, para ulama saat ini termasuk ulama Indonesia, dirumuskanlah 
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aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa setiap pelaksanaan wasiat 

mesti harus disaksikan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan maupun 

tertulis. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan aturan 

persaksian wasiat dalam pasal 195 berbunyi:  

1) Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 

dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. 

2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyakya sepertiga dari harta warisan 

kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. 

3)  Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris  

4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan 

dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan 

Notaris. 

Berdasarkan pasal 195 ayat (1) diatas bahwa wasiat bisa dilakukan secara 

lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di 

hadapan Notaris. 

Saksi yang dimaksud itu ialah orang yang mendapat pesan wasiat, berarti 

konteksnya minimal dua orang saksi baik secara lisan maupun tertulis dan 

diketahui bahwa yang mewasiatkan itu benar-benar menulis sendiri, tanpa 

paksaan orang lain dan dihadapan dua orang (saksi) tersebut. 

Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan atau para 

ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan 

maupun tertulis yang bukan akta autentik harus dilakukan dihadapan dua orang 

saksi atau notaris. 

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) ini sangatlah jelas bahwa wasiat 

hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan atau tulisan 

dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaries. Maka berdasarkan apa yang 

telah diuraikan diatas, bahwa wasiat sah apabila dilaksanakan sesuai dengan pasal 

195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.  

Artinya wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa 

sepengetahuan dua orang saksi atau tidak dilakukan dihadapan notaris, maka 
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wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat 

tersebut batal demi hukum. 

Dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada 

kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan 

menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.  

Ketentuan tersebut apabila di bandingkan dalam KUH Perdata kaitannya 

dengan bentuk wasiat dalam pasal 931 KUH Perdata bahwa wasiat harus dibuat 

tertulis dihadapan Notaris atau disimpan Notaris.
17

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perlunya pengaturan tentang 

wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di 

hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan 

notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat 

berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang 

lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan 

dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaaan wasiat 

tersebut.
18

  

Sebaliknya jika tidak demikian, maka wasiat tidak ada bukti yang kuat 

ketika ada persengketaan dalam harta wasiat, khususnya pada saat pembuktian di 

Pengadilan, apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak. 

Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan wasiat mengaruskan dihadapan 

dua saksi dan notaris sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya agar 

realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat terlaksana, karena misi 

wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat 

ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
19
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No. 1, 2017, 30-31. 

18
 Sirman Dahwal, Beberpa Masalah Hukum tentang wasiat dalam Konteks Peradilan Agama, 19. 

19
 Ibid. 



62 

 

 

Suatu aturan hukum harus bisa dipahami landasan filosofinya agar 

mayarakat beranggapan bahwa hukum Islam sudah representatif dalam 

menyelesaikan perkara. 

Konteks  Indonesia,  landasan  filosofis  dari hukum  yang  berlaku  adalah 

pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai  landasan 

filosofis mengandung tiga unsur penting, yaitu  ketuhanan,  kemanusiaan, dan  

keadilan.  Ini berarti  landasan  filosofis  ketentuan keharusan adanya dua orang 

saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat pada Kompilasi Hukum  Islam (KHI)  

harus  dilihat  dari  kebenaran yang  berdasar  pada  nilai-nilai ketuhanan,  nilai-

nilai  kemanusiaan, dan  nilai-nilai  keadilan.   

Landasan filosofis masuknya saksi wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 195 ayat (1) dari  nilai  ketuhanan  adalah melihatnya menurut  kaidah  

agama  Islam.  

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama 

mengkategorikannya sebagai fardhu „ain (kewajiban perseorangan) bagi orang-

orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan 

sebenarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap 

wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.
20

 

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (sangat penting) dalam 

memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi 

juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. Karena 

dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak 

dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan 

tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi.
21

 Begitu juga kaitannya dalam 

pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit 

menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak. 

Dengan  demikian  secara  filosofis pasal 195 ayat (1) Kompilasi  Hukum  

Islam keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat 

                                                           
20

 Arbanur, Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal el-Qanuniy. Vol, 6, No. 1, 2020, 31-32. 
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yaitu  sebagai bagian ketentuan pengabdian  terhadap tuhan juga  perbuatan  baik  

terhadap  sesama  manusia  atau  ibadah sosial.  

Menurut hemat penulis nilai ketuhanan sangat urgen bagi orang yang 

menjadi saksi dalam wasiat, karena nilai ini dapat mencegah untuk memberikan 

kesaksian palsu. 

Dari sisi nilai kemanusiaan, karena ketentuan saksi dalam wasiat terkait 

dengan hak-hak kemanusiaan maka harus jelas benar-benar terjadi atau tidak 

wasiatnya dan itu dibuktikan oleh adanya saksi atau keterangan lainnya jika 

dibutuhkan. Melihat realitas masyarakat maju menjadikan saksi sebagai suatu 

yang urgen dalam permasalahan muamalah khususnya dalam pelaksanaan wasiat. 

Dari sisi nilai keadilan, adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat adalah 

sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi 

di kemudian hari pada wasiat tersebut, misalnya ialah penyangkalan harta wasiat 

dan lain sebagainya. 
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  BAB IV 

ANALISIS MAQAS}ID AL-SYARI >’AH TERHADAP KETENTUAN SAKSI 

DALAM WASIAT PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 195 

A. Analisis Ketentuan Saksi dalam Wasiat pada Pasal 195 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

Pelaksanaan wasiat umumnya bersifat kultural, dituturkan orang yang 

sehat atau orang yang akan menjelang meninggal serta dilaksanakan secara 

kekeluargaan. Maka saksi dalam wasiat, ada bagian wilayah ijtihadiyah karena 

mengandung kemaslahatan. Mengenai anjuran persaksian dalam wasiat dalam Q.S 

Al-Maidah ayat 106, Allah SWT berfirman: 

ثّ اثْنٰ  يَصّيَّ
ْ
مَيْتِ حّيْنَ ال

ْ
مِ ال

ِ
حَدَك

َ
مْ اّذَا حَضُرَ ا

ِ
مَنِيْا شَىَادَةِ ةَيْنّك

ٰ
ذّينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
وْ يٰٓا

َ
مْ ا

ِ
نْك نّ ذَوَا عَدْلٍ م ّ

مَيْتّۗ 
ْ
صّيْتَثِ ال مْ مُّ

ِ
صَاةَتْك

َ
رْضّ فَا

َ
ا
ْ
نْتِمْ ضَرَةْتِمْ فّى ال

َ
مْ اّنْ ا

ِ
خَرٰنّ مّنْ غَيْدكّ

ٰ
 ا

“Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila 

telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, 

sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau 

dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu 

kamu ditimpa musibah kematian.....(Q.S Al-Maidah: 106)”. 

Berdasarkan ayat tersebut apabila seseorang merasa sakit, dan merasa 

bahwa ini adalah panggilan maut maka hendaklah segera mengadakan wasiat. Dan 

hendaklah wasiat tersebut disaksikan dua saksi yang adil diantara kamu, artinya 

ialah sama-sama beriman, dan beragama Islam. Kemudian sampaikanlah catatan-

catatan harta yang akan diwasiatkan. Namun, apabila dalam perjalanan tidak 

menemukan saksi yang beragama Islam maka boleh mencari dua saksi yang 

bukan dari golongan yang bukan beragama Islam.
1
 

Bahwasanya saksi dalam wasiat ada bagian wilayah ijtihadiyah karena 

mengandung kemaslahatan. Dalam kitab-kitab fikih klasik ulama fikih 

menetapkan rukun wasiat ada empat yaitu pewasiat, penerima wasiat, barang yang 
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diwasiatkan, dan redaksi wasiat (sighot). Karena ucapan orang yang berwasiat 

kepada seseorang sudah jelas, penerima wasiatnya jelas dan barang wasiatnya 

sudah jelas maka tidak perlu adanya saksi. Atau barangkali fuqoha melihat saksi 

adalah elemen luar dalam wasiat, seperti halnya jual beli tanpa adanya saksi maka 

sah jual beli tersebut, maka saksi tidak dimasukkan dalam rukun wasiat. Berbeda 

halnya dengan pernikahan dimana harus ada saksi dan ulama fikih klasik 

memasukannya dalam rukun pernikahan dan menjadikan sahnya pernikahan.
2
 

Kondisi sekarang berbeda dengan zaman dahulu saat fikih klasik itu 

ditulis, bahwa zaman dahulu orangnya ikhlas, sekarang ikhlas sudah merupakan 

barang langka, orang-orang pada masa itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

tradisi seperti tradisi menyampaikan wasiat pada penerimanya. Namun, kondisi 

sekarang sudah berubah kebanyakan orang sekarang kurang dapat dipercaya 

ketika misalnya mengaku menerima wasiat dari seseorang, oleh karena itu 

menurut penulis saksi perlu dipertimbangkan. Jadi, hemat penulis konteks 

sekarang saksi wasiat sangatlah urgent, dan hendaknya ketika mengadakan wasiat 

melibatkan dua saksi.
3
 

Telah dijelaskan pada bab II bahwa di Indonesia aturan persaksian dalam 

pelaksanaan wasiat diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 

(1) berbunyi:  

“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 

tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris”. 

Adapun wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa 

sepengetahuan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan 

pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum. 

Berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada 

kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan 

                                                           
2
 Edi Gunawan, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hunafa. Vol, 12, No.1, 

2015, 297-298. 

3
 Ibid. 



66 

 

 

menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.
4
 

Berbeda dengan KUH Perdata kaitannya dengan bentuk wasiat pasal 931 KUH 

Perdata menyebutkan: 

“Suatu wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis 

tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahaisa atau akta tertutup.” 

Dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta autentik dengan 

ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris 

sebagai berikut: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan , 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan Akta itu tidak juga  ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
5
 

Pada intinya wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam 

pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. 

Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris yaitu bahwasanya akta 

autentik bertujuan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. 

Secara hukum, terdapat dua fungsi akta autentik yaitu untuk menyatakan adanya 

suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian.
6
 

 Menurut Ika Hanyani, kekuatan pembuktian akta autentik di atur dalam 

dalam HIR pasal 165 akta otentik disebutkan bahwa : 
7
 

“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 

yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para 

                                                           
4
 Adam Lukmanto,  Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta 

Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Akta. Vol 4, 

No. 1, 2017, 30-31. 

5
 Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. 

6
 Adam Lukmanto., op.Cit., 31. 

7
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2002), 27-28. 
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pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya 

tentang yang tercantum di dalamnya dan bakan tentang yang tercantum di 

dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah 

sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada 

akta”. 

Selanjutnya Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan: 

“Suatu akta autentik memberikan diantaranya para pihak beserta ahli waris-

ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.” 

Selanjutnya Pasal 1871 KUH Perdata menyebutkan : 

“Akan tetapi suatu akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna 

tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila 

yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta 

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan 

belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka 

hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.” 

 Dengan demikian kekuatan pembuktian akta Notaris adalah sebagai alat 

bukti yang sempurna, maka akta autentik memiliki semua kekuatan pembuktian 

baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta 

Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian 

hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.
8
 

Apabila dipahami pada teks pasal 195 ayat (1) tersebut, maka terdapat 

suatu pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana jika seseorang menuliskan wasiat 

seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah 

tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? 

Apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat 

sudah terpenuhi dan terjaga? Disinilah perlu kita ketahui bahwa wasiat harus di 

tunaikan dan disampaikan kepada penerima wasiat terlebih setelah pewasiat 

meninggal dunia. 

Ibnu  Qudamah  dalam kitab al-Mughni berpendapat : 

ِ  ٙ  ب   ُ  ى  ح   ٙا  ١  ف   ذ  ٙ  ش  ٠   ُ  ٌ  ٚ   ت  ١  ص  ٚ   ب  خ  و   ٓ  ِ  ٚ   ا ٙ  ٕ  ع   ٗ  ع  ٛ  ج  س   ُ  ٍ  ع  ٠   ُ  اٌ  ا   

                                                           
8
 Ibid. 
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“Barangsiapa  menulis wasiat  dan  tidak  ada  saksi  yang  menyaksikannya  

maka  dihukumi  sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.
9
  

Pendapat beliau di dukung  oleh  Imam Ahmad  yang  berkata,  “Barang 

siapa  mati, lalu ditemukan  wasiatnya  tertulis  di  dekat  kepalanya  dan  dia  

tidak  mempersaksikan  isinya,  tulisannya  dikenal  dan  tulisan  itu  terkenal,  

maka isi  wasiat itu sah.” 
10

 Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut maka sedikit bertentangan, karena aturan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau 

notaris.  

Bahwasanya wasiat merupakan amanat pewasiat yang harus disampaikan 

kepada penerima wasiat maka harus benar-benar dibuktikan kejelasannya agar 

tidak ada persengketaan dalam wasiat tersebut. 

Dengan demikian aturan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

merupakan langkah antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat 

tersebut dan realisasi  wasiat  setelah  pewasiat  meninggal  dapat terlaksana. 

B. Analisis Maqas}id al-Syari>’ah Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Tentang Saksi dalam Wasiat 

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai maqa>s}id al-syari>’ah 

menurut al-Syaitibi yaitu bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum 

adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. 

Ulama al-Syaitibi berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan tersebut ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan 

diwujudkan yakni memelihara agama (hifz} al-di>n), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), 

memelihara akal (hifz} al-aql), memelihara keturunan (hifz} al-nasl), dan 

memelihara harta (hifz} al-ma>l). Untuk memelihara lima pokok perkara inilah 

syariat Islam diturunkan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, 

manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan 

                                                           
9
 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, al-Mughni Juz 6, Beirut (Lubnan: Da>r al-

Kutub al-IIlmiyyah, 682 H), 488. 

10
 Ibid. 
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merasakan adanya kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan 

baik.
11

  

Kelima unsur pokok tersebut dalam pelaksanannya di bagi menjadi tiga 

tingkatan yang tidak dapat dipisahkan yakni tingkatan d}aruriyat, h}ajjiyat, dan 

tahsiniyya>t. Dan ketiga kategori tingkatan kebutuhan ini saling melengkapi satu 

dan lainnya.
12

 

Ketentuan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan 

tentang keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan 

wasiat jika dianalisis menggunakan maqa>s}id al-syari>’ah dari segi kategori maupun 

tujuan maqa>s}id al-syari>’ah, dalam tingkatan kebutuhan d}aruriyyat (kebutuhan 

primer). Pada tingkatan d}aru>riyat merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia 

untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna 

tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.
13

 Dalam hal ini yakni memelihara agama 

(hifz} al-di>n), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara akal (hifz} al-aql), 

memelihara keturunan (hifz} al-nasl), dan memelihara harta (hifz} al-ma>l) secara 

rinci sebagai berikut: 

1. Memelihara agama (hifz} al-di>n) 

Pada dasarnya agama menciptakan maslahat. Dalam rangka untuk 

menciptakan kemaslahatan tersebut, agama memberikan syariat. Adapun 

tujuan dari penetapan syariat adalah memberikan kemaslahatan pada 

hambanya baik sekarang (dunia) atau yang akan datang (akhirat) secara 

bersamaan.
14

 

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan dari pelaksanaan syariat, 

hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Anbiya‟ ayat 107: 

                                                           
11

 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 39. 

12
 Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqas}id al-Syari>’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 1996), 

63-72. 

13
 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 124. 

14
 Muhammad Kasim, Penetapan Syariat untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat. Jurnal Ilmiah Al-

Syi‟rah. Vol 9, No 1, 2011, 9. 
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نٰكَ  وَمَآْ
ْ
رْسَل

َ
ا ا

َّ
مّيْنَ  رَحْمَثً  اّل

َ
عٰل
ْ
ل ّ
 
 ل

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai 

rahmat bagi seluruh alam. 

Kata ‚rahmat‛ dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fiqh 

mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan 

bagi umat manusia di dunia dan akhirat.
15

 

Wasiat sendiri telah di atur oleh agama sedemikian rigid, 

sebagaimana ketentuan batasan wasiat Rasulullah SAW bersabda: 

 ٝ  ٌ   ت  ٕ  اب   ل  ٝ إ  ٕ  ر  ش  ٠  ل  ٚ   اي  ِ   ٚ  ر   ٔا  أ   الله   ٛي  س  س   ٠ا   ج  ٍ  ٚعٓ سعذ بٓ أبٝ ٚلاص سضٟ الله عٕٗ لاي: )ل  

ِ  ب   ق  ذ  ص  ح  أ  ف  , أ  ة  ذ  اح  ٚ    ي  لا   ؟ ٗ  ز  ٍ  ز  ب   ق  ذ  ص  ح   أ  ف  أ   ج  ٍ  ، ل  ل   ي  ؟ لا  ٖ  ش  ط  ش  ب   ق  ذ  ص  ح   أ  ف  : أ  ج  ٍ  , ل  ل   اي  ل   ؟ٌٝ  ازٍزٝ 

  ( ِخفك ع١ٍٗ.ط  إٌا   ْ  ٛ  ف  ف  ى  خ  ٠   ت  اٌ  ع   ُ  ٘  س  ز  ح   ْ  أ   ٓ  ِ   ش  ١  خ   ء  ١ا  ٕ  غ  أ   ه  خ  ر  س  ٚ   س  ز  ح   ْ  أ   ه  ٔ  , إ  ش  ١  ز  و   ذ  ٍ  اٌز  ٚ   ذ  ٍ  ٌز  ا  

 “Dari Saad bin Abi Waqah RA. Dia berkata: Saya bertanya, 

wahai Rasulullah, saya punya harta tiada yang mewarisi kecuali satu 

anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta 

saya? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya 

menyumbangkan separuh? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: 

Apakah saya menyumbangkan sepertiga?Beliau menjawab: Sepertiga.  

Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu 

kaya raya lebih baik dari pada engkau tinggalkan merekafakir meminta-

minta orang”. ( Muttafaq alaih).
16 

Bahwa wasiat itu penting, selain sebagai pelaksanaan ibadah untuk 

investasi kehidupan di akhirat, ia akan memberikan manfaat bagi 

kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Meskipun 

realisasinya dibatasi maksimal sepertiga dari harta si pewasiat. Ini 

dimaksudkan agar hak-hak ahli waris tidak terkurangi, sehingga 

mengakibatkan kehidupan mereka terlantar.
17

 

                                                           
15

 Ibid. 

16
 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Mara>m, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 

438. 

17
 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

357. 
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Maka ketentuan keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) kaitannya dengan memelihara 

agama (hifz} al-di>n) adalah adanya saksi itu untuk memelihara nilai bahwa 

maslahat adalah pangkal dari agama serta mengawal bagaimana proses 

pembagian wasiat sudah sesuai pesan pewasiat yang semestinya. 

Keberadaan saksi dalam wasiat merupakan dalam rangka untuk 

memastikan bahwa wasiat sebagai bagian di dalam hukum Islam telah 

ditunaikan sesuai dengan ketentuannya, artinya apabila dalam pelaksanan 

wasiat ada saksi berarti saksi tersebut berfungsi untuk mengawal bahwa 

wasiat telah ditunaikan secara baik. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah 

ayat 182 Allah SWT berfirman: 

يْصٍ  مّنْ  خَافَ  فَمَنْ  وْ  جَنَفًا مُّ
َ
حَ  اّثْمًا ا

َ
صْل

َ
آْ  ةَيْنَىِمْ  فَا

َ
يْهّ  اّثْمَ  فَل

َ
َ  اّنَّ ۗ   عَل حّيْمٌ  غَفِيْرٌ  اللّٰه  ࣖ رَّ

Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) 

tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak 

berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Maksud mendamaikan di sini ialah menyuruh orang yang berwasiat 

untuk berlaku adil dalam berwasiat telah sesuai dengan ketentuan agama. 

Jadi jika isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan seperti apabila 

pemberi wasiat mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat 

membutuhkan, atau mengabaikan kerabat dekat demi para fakir yang 

bukan ahli waris yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, lalu ada 

seseorang yang bermaksud baik dan meluruskan persoalan dengan 

mengajak para penerima wasiat itu kembali kepada kebenaran, maka ia 

tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan 

mengubah wasiat jika demikian bentuknya. 

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan 

saksi sebagai mana ketentuan dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) memiliki peran penting untuk memastikan terjadinya 

kemaslahatan dalam wasiat serta mengawal bagaimana bahwa proses 

pembagian wasiat sudah sesuai pesan pewasiat yang semestinya. 
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2. Memelihara jiwa (hifz} al-nafs) 

Keberadaan saksi wasiat bertujuan untuk keadilan (al-adalah) 

dalam wasiat baik dalam membagi, mendistribusikan, meluruskan, 

menjaga perasaan dan lain sebagainya. 

Kaitanya dengan memelihara jiwa (hifz} al-nafs) yaitu apabila 

wasiat itu di distribusikan tidak dengan cara yang adil, pasti akan 

menimbulkan sengketa di antara orang-orang yang berhubungan dengan 

wasiat tersebut. 

Sehingga apabila terjadi sengketa dan tidak di minimalisir atau 

bahkan tidak dicegah maka akan membahayakan jiwa-jiwa yang berkaitan 

dengan wasiat tersebut. Sebaliknya ketika keadilan (al-adalah)  dalam 

wasiat bisa tercipta maka jiwa- jiwa yang berhubungan dengan wasiat ini 

bisa terjaga. Demikian menjaga persaudaraan sangatlah urgent dalam 

Islam. 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah memerintahkan untuk senantiasa 

mewujudkan dan menjaga persaudaraan (ukhwah) serta larangan 

melakukan segala perbuatan dan perkataan yang dapat merusak 

persaudaraan (ukhwwah) dan haram merusak persaudaraan (ukhwah) itu 

sendiri. Karena merusak persaudaraan (ukhwah) berarti pelanggaran 

syari‟at dan perbuatan maksiat. 

Menjaga persaudaraan (ukhwah) sangatlah penting dalam Islam. 

Dengan persaudaraan (ukhwah) maka akan terwujud persatuan umat Islam 

dan perdamaian dalam masyarakat dan negara.  

Sebagaiman Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam itu 

bersaudara dengan fiman-Nya Q.S al-Hujurat ayat 10: 

مِؤْمّنِيْنَ  اّنَّمَا
ْ
صْلّحِيْا اّخْيَةٌ  ال

َ
مْ  ةَيْنَ  فَا

ِ
خَيَيْك

َ
َ  وَاتَّلِيا ا مْ  اللّٰه

ِ
ك
َّ
عَل
َ
 ࣖ تِرْحَمِيْنَ  ل

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu dirahmati.  
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Dengan demikian persaudaraan (ukhuwah) yang dijalin dengan 

keikhlasan hati semata-mata karena Allah SWT akan menjadikan manfaat 

dan mendatangkan kebaikan, baik pada tingkah laku kebaikan bagi 

masyarakat khususnya bagi kemaslahatan secara murni.
18

 

 Ukhuwah Islamiyah juga mendidik para pelakunya untuk saling 

menolong dan saling melengkapi, serta ukhuwah itu juga akan mendidik 

para pelakunya menjadi pribadi yang peduli dan memahami serta 

merasakan keadaan saudaranya, jika saudaranya dalam keadaan senang 

maka dia pun akan merasakan senang, sebaliknya jika saudaranya dalam 

keadaan susah maka dia pun akan bersedih, seperti yang dijelaskan dalam 

hadits Nabi SAW, dari An-Nu‟man bin Basyir r.a berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: 

ِ  لاي سسٛي اللهعٓ إٌعّاْ بٓ بش١ش  ّ  ا   ً  ز   صٍٝ الله ع١ٍٗ ٚسٍُ:  ٚ  ُ  ٘  ادِّ ٛ  ح   ٟ  ف   ٓ  ١  ٕ  ِ  ؤ  ٌ ، ُ  ٙ  ّ  اح  ش  ح  ، 

 ٚ   ش  ٙ  اٌس  ب   ذ  س  ج  ا ٌ ش  اة  س   ٗ  ٝ ٌ  اع  ذ  ح   ، ء  ٟ  ش   ٗ  ٕ  ِ  خىٝ اش   را  ، إ  ذ  س  ٌج  ا   ً  ز  ِ   ُ  ٙ  طف  عا  ح  ٚ  
)سٚاٖ اٌبخاسٜ  ّٝ  ٌح  ا 

 ِٚسٍُ(

Dari Nu‟man bin Basyir dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda, 

perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, 

menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 

anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa 

tidur) dan panas (turut meraskan sakitnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).
19

 

Berdasarkan keterangan di atas, menganjurkan kepada kita umat 

muslim untuk saling mencintai, saling tolong menolong. Muhammad 

Bakhit, Mufti Mesir berkata, tolong-menolong ialah dalam berbuat baik, 

karena manusia yang berjasa ialah orang yang berjasa membantu orang 

lain. Iman yang sempurna ialah manakala engkau mengasihi saudaramu 

seperti mengasihi dirimu sendiri. Allah akan tetap menolong hambanya 

yang menolong saudaranya. Muhammad Musthafa Al-Maraghi, syeikh Al-

Azhar berkata, tolong menolong menghidupkan rasa ketergantungan 

anggota masyarakat antara satu dengan yang lain. Juga menguatkan tali 

silaturahmi. Tolong menolong mengikat beberapa rumah tangga seolah-
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 Husni Adam Jarror, Bercinta Dan Bersaudara Karena Allah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 32. 
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olah menjadi satu keluarga, dengan tolong menolong hidup akan menjadi 

bahagia.
20

 

Selanjutnya melihat ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam termasuk dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan-

kemungkinan buruk dalam hal ini adalah terkait dengan jiwa-jiwa yang 

berhubungan dengan wasiat yang terjadi di kemudian hari (sadd li 

dzari’ah). 

Dengan demikian, adanya saksi wasiat sebagaimana dalam 

ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) kaitannya 

dengan memelihara jiwa (hifz} al-nafs) yaitu akan terbangunnya relasi 

harmoni diantara orang-orang yang berhubungan dengan wasiat tersebut, 

sehingga jiwa-jiwa yang berhubungan dengan wasiat bisa terjaga. 

3. Memelihara keturunan (hifz} al-nasl) 

Keharusan adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat pada 

ketetentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) adalah 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.  

Apabila dalam pembagian wasiat disaksikan oleh saksi-saksi yang 

adil, maka saksi yang adil itu untuk menjamin bahwa wasiat tersebut 

benar-benar memeberikan kemaslahatan. 

Apabila dalam pembagian wasiat di saksikan oleh saksi, maka 

kemaslahatan yang akan terjamin yaitu perdamaian antara sanak kerabat 

atau ahli warisnya (atta’yuz bai>nal aqarib). Sebaliknya apabila dalam 

pembagian wasiat tidak melibatkan saksi maka akan timbul sengketa 

antara ahli waris (al-wa>ris). 

Jadi maksud dari memelihara keturunan (hifz} al-nasl) adalah 

bagaimana keturunan dari pewasiat (mushi) itu bisa menciptakan 

perdamaian (salam) dan kerukunan diantara ahli waris (al-wa>ris) serta 
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 H. Oemar Bakry, Ahlak Muslim (Bandung: Angkasa, 1993), 118. 
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menjamin adanya kerukunan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal 

ini adalah penerima wasiat (mus}a lahu). 

Maka dari itu, pada intinya adanya hifz} nasl  itu untuk menjamin 

perdamaian antara sanak kerabat atau keturunannya (atta’yuz bainal 

aqarib). Mengapa bisa menjamin perdamaian, dan kerukunan, antara sanak 

kerabat atau keturunannya? karena ketika terjadi persengketaan wasiat 

saksi dapat di hadirkan.  

Maka dari itu keberadaan saksi sebagai mana ketentuan dalam 

pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kaitannya dengan 

memelihara keturunan (hifz} al-nasl) yaitu memeberikan kemaslahatan 

memelihara perdamaian antara sanak kerabat atau keturunannya (atta’yuz 

bainal aqa>rib) dan kerukunan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal 

ini adalah penerima wasiat (mus}a lahu). 

4. Memelihara akal (hifz} al-aql) 

Dalam hal ini berbicara tentang sudut pandang (wijhatun nadhori). 

Sudut pandang bahwa wasiat itu tidak boleh mengabaikan hak-hak warisan 

sesuai dengan furudhul muqoddaroh yang telah ada. Rasulullah SAW 

memberikan ketentuan batasan wasiat: 

ٝ ٌ   ت  ٕ   اب  ل  ٝ إ  ٕ  ر  ش  ٠  ل  ٚ   اي  ِ   ٚ  ر   ٔا  أ   الله   ي  ٛ  س  س   ٠ا   ج  ٍ  ٚعٓ سعذ بٓ أبٝ ٚلاص سضٟ الله عٕٗ لاي: )ل  

 ي  لا   ؟ ٗ  ز  ٍ  ز  ب   ق  ذ  ص  ح   أ  ف  أ   ج  ٍ  ، ل  ل   ي  ؟ لا  ٖ  ش  ط  ش  ب   ق  ذ  ص  ح  أ  ف  : أ  ج  ٍ  , ل  ل   ي  ٝ؟ لا  اٌ  ِ   ٝ  ز  ٍ  ز  ب   ق  ذ  ص  ح  أ  ف  , أ  ة  ذ  اح  ٚ  

  فك ع١ٍٗ.( ِخه اط  إٌ   ْ  ٛ  ف  ف  ى  خ  ٠   ت  ٌ  عا   ُ  ٘  س  ز  ح   ْ  أ   ٓ  ِ   ش  ١  خ   اء  ١  ٕ  غ  أ   ه  خ  ر  س  ٚ   س  ز  ح   ْ  أ   ه  ٔ  , إ  ش  ١  ز  و   ٍذ  اٌز  ٚ   ذ  ٍاٌز  

 “Dari Saad bin Abi Waqah RA. Dia berkata: Saya bertanya, 

wahai Rasulullah, saya punya harta tiada yang mewarisi kecuali satu 

anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta 

saya? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya 

menyumbangkan separuh? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: 

Apakah saya menyumbangkan sepertiga?Beliau menjawab: Sepertiga.  

Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu 

kaya raya lebih baik dari pada engkau tinggalkan merekafakir meminta-

minta orang”. ( Muttafaq alaih).
21 

                                                           
21

 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Mara>m, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 

438. 
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Beliau menetapkan sepertiga karena supaya dua pertiganya bisa 

dibagi bagi kalangan ahli waris. Dan hak-hak ahli waris tidak terkurangi, 

sehingga mengakibatkan mereka terlantar. 

Pada dasarnya hifz} al-aql itu untuk menjamin sudut pandang yang 

positif (wijhatun nadhori) bahwa wasiat yang memang digariskan dalam 

syari‟at tidak justru kontraproduktif menimbulkan sengketa di dalam 

masyarakat.  

Mengapa demikian? karena ketentuan “astulusu wa tsulusu kasir “ 

sebenarnya adalah hitungan yang sudah di kalkulasi oleh Rasulullah SAW 

karena ini sifatnya mengikat, makanya orang-orang yang diberikan wasiat 

itu dijaga akalnya sudut pandang (wijhatun nadhori)  bahwa wasiat ini 

adalah upaya untuk menciptakan keadilan etika, misalnya wasiat bisa 

diberikan kepada ahli waris yang mahjub, bisa juga wasiat itu diberikan 

kepada bukan sanak kerabat tetapi dikehendaki oleh pewasiat karena 

kebaikannya, bisa diberikan kepada orang tua angkat, anak angkat dan lain 

sebagainya. 

Jadi, keberadaan saksi itu bisa memberikan sudut pandang positif 

(wijhatun nadhori) bahwa konsepsi persaksian wasiat (syaha>dah) yang 

dirumuskan di dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) itu 

bisa mendukung sudut pandang yang positif (wijhatun nadhori) tentang 

bagaimana distribusi wasiat.  

Sebaliknya apabila wasiat tanpa adanya saksi, atau bahkan di 

distribusikan untuk kemaksiatan, maka hal tersebut tidak akan 

memberikan sudut pandang yang positif, dan saksi mempunyai peranan 

penting dalam menjamin keadilan dalam distribusi wasiat tersebut. 

Maka kaitannya dengan memelihara akal (hifz} al-aql) itu untuk 

menjamin sudut pandang yang positif (wijhatun nadhori) bahwa wasiat ini 

adalah perintah agama yang mana perintah agama itu tidak justru 

menimbulkan sudut pandang yang negatif. Misalnya akibat wasiat ahli 
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warisnya tidak mendapatkannya, sebaliknya apabila ada saksi maka dalam 

pemberian wasiat tidak melebihi sepertiga sebagaimana ketentuan syara‟. 

5. Memelihara harta (hifz} al-ma>l) 

Aturan mengenai keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut jika dilihat dari maqa>s}id al-

syari>’ah termasuk memelihara harta (hifz} al-ma>l) yakni membantu para 

pihak dalam menjaga keutuhan harta wasiat.  

Saksi wasiat sangat penting bagi penerima wasiat untuk menjaga 

hak-haknya dalam menerima harta wasiat setelah pewasiat meninggal 

dunia.  

Apabila ada saksi dalam pembuatan wasiat maka saksi yang adil 

tersebut akan terus mengawasi harta wasiat tersebut sampai kepada 

penerima wasiat sesuai apa yang diwasiatkan oleh pewasiat, sehingga harta 

wasiat bisa terjamin keutuhannya. 

Dalam hal ini akan mencegah orang lain yang tidak mempunyai 

hubungan darah dengan pewasiat mengklaim harta yang berhak diterima 

oleh ahli warisnya. 

Maka dari itu, karena wasiat itu terkait dengan hak-hak 

kemanusiaan, yaitu dalam hal ini adalah hak harta wasiat, maka harus jelas 

benar-benar terjadi atau tidak wasiatnya dan itu dibuktikan oleh adanya 

saksi.  

Adapun jika dilihat dari kebuthan tingkatan hajjiyat yaitu keperluan 

manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang 

ditangguhkan dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam tingkatan hajiyat 

mempunyai prinsip utama yakni menghilangkan kesulitan, meringankan beban 

taklif, dan  memudahkan urusan mereka.
22

 Keberadaan  kebutuhan ini tidak akan 

merusak bahkan  menghilangkan kehidupan  manusia  kalau  seandainya  tidak  

                                                           
22

 Alaiddin Koto, op.Cit., 124. 
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terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaanya sangat 

dibutuhkan untuk  memberikan  kemudahan dalam  kehidupan.  

Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi 

dalam wasiat ini termasuk upaya untuk menghilangkan kesulitan ketika terjadi 

masalah penyangkalan terhadap wasiat, karena adanya saksi dan tertulis 

(musya>hadah fil kitabah) dalam pembuatan wasiat sebagai upaya untuk 

menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Jika 

dalam pembuatan wasiat tersebut melibatkan dua saksi dan tertulis maka ada bukti 

ketika terjadi persengketaan harta wasiat, hal ini tentunya untuk memudahkan 

dalam urusan wasiat. 

Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dilihat 

dari tingkatan tahsiniyyat, yang mana maksud dari tingkatan tahsiniyyat ialah 

kebutuhan  yang  dituntut  oleh harga  diri  norma  dan  tatanan  hidup terkait  

dengan  kebutuhan  keindahan tampilan  diri  manusia. Kebutuhan  ini  merupakan 

tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak  akan  mengancam  eksistensi  

salah  satu  dari  lima pokok diatas dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, 

akan tetapi hanya sebagai  pelengkap  hal-hal  yang  menurut  adat  istiadat  sesuai  

dengan  tuntutan moral,  akhlak  dan  kepatutan. Namun ketiadaan aspek ini akan 

mengakibatkan kurangnya  keharmonisan dalam  pandangan akal sehat  dan  adat 

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan  menurunkan martabat  pribadi  dan 

masyarakat. 
23

 

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wasiat harus dihadapan notaris (al-

muha>mi), dianggap baik, karena menjadikan adanya bukti autentik. Meskipun 

ketika dalam pelaksanaan wasiat hanya tertulis dihadapan dua saksi sudah cukup 

dan sudah sah wasiat tersebut, namun keberadaan notaris akan menjadikan adanya 

bukti autentik dan notaris sebagaimana aturan undang-undang mengatakan bahwa 

notaris adalah pejabat yang berwenang menerbitkan akta.  

                                                           
23

 Ibid., 124-125. 
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Menurut penulis keberadaan undang-undang yang mengatur keharusan 

dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana 

yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, 

memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang 

timbul dari hubungan hukum dalam hal seberapa penting keharusan dihadapan dua 

orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat, secara formal, urgensi saksi 

atau notaris adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan 

jaminan hukum atas wasiat itu sendiri. 

Namun di sisi lain ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk melaksanakan wasiat baik secara 

lisan di hadapan dua orang saksi atau notaris pada keadaan tertentu misalnya saat 

tsunami atau gempa bumi, sedangkan wasiat ini sangat penting karena 

menimbulkan manfaat bagi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam 

keadaan darurat tertentu wasiat tidak hanya dilakukan dengan membuat surat akan 

tetapi dengan menggunakan yang pertama dengan ucapan. Tidak ada perselisihan 

diantara para ulama fikih tentang bolehnya wasiat dengan lafaz yang sharih.
24

 

Kedua menggunakan isyarat, wasiat dianggap sah dari orang yang bisu atau 

lisannya kaku, apabila dilaakukan dengan isyarat yang dapat dipahami, dengan 

syarat, orang yang kaku lisannya tidak ada harapan untuk bisa berbicara. 
25

 

Hemat penulis keadaan terpaksa atau darurat menurut pengertian yang 

diberikan oleh ulama-ulama usul ialah sesuatu yang berkenaan dengan keharusan 

dan kepentingannya orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak miliknya, 

ataupun keluarganya dari pada kerusakan. Imam Ghazali mengatakan “semua 

larangan dibolehkan karena darurat” dalam hal wasiat ini juga sudah ada bentuk 

keringanan.26 

Selanjutnya ditinjau dari segi konsep dan metode penetapan maqa>s}hid al-

syari>’ah menurut penulis dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

                                                           
24 Siti Rojanah, mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel dengan judul, “Analisis Mas}lah}ah Terhadap 

Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam)”, 58-59. 

25
 Ibid., 59. 

26
 Ibid., 61-62. 
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195 ayat 1 tersebut sudah memenuhi kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan 

maqa>s}id al-syari>ah karena tujuan maqa>s}id al-syari>ah yaitu mendatangkan 

kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan sebagaimana kaidah fikih yang 

berbunyi: 

ّ  ا  ء  س  د   ٝ  ع   َ  ذ  م  ِ   ذ  س  فا  ٌ ّ  ا   ب  ٍ  ج   ٍ حاٌ  ص  ٌ  

“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum upaya 

mendapatkan manfaat (maslahat)”27 

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan itu 

yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama juga sebagai 

meraih kemaslahatan, dan tujuan utama maqa>s}id al-syari>’ah tidak lain adalah 

meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.  

Adapun keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam 

pembuatan wasiat termasuk upaya menolak kemafsadatan seperti penyangkalan 

terhadap wasiat oleh ahli waris. 

Kebijakan Pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 

ayat (1) ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: 

ٝ  اَ ع  ِ  ل  ا   ف  ش  ص  ح   ٗح  ٍ  ص  ّ  ٌ  با   ط  ٛ  ٕ  ِ   ت  ١  ع  اٌش   ٍ  

   

 “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan  

kemaslahatan rakyatnya”28 

Suatu aturan hukum yang ditetapkan pemerintah pasti mengandung suatu 

kemaslahatan. Dengan regulasi aturan pelaksanaan wasiat yang mengharuskan di 

hadapan dua orang saksi atau notaris maka hak-hak penerima wasiat serta 

kewajiban pewasiat menjadi terjaga dan terjamin sehingga pelaksanaan wasiat 

dapat berjalan semestinya. 

Jadi, menurut hemat penulis aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

195 ayat (1) tentang persaksian dalam wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan 

diatas, dimaksud agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat 

                                                           
27

 Ahmad Gozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 86. 

28
 Ibid., 113. 
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dilaksanakan. Karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, 

terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan, 

kemasyarakatan dan lain sebagainya. 
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        BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu 

dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan 

dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi concern dalam kitab-kitab 

fikih klasik. Ulama fikih klasik menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat 

rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, dan sighat 

ijab dan qabul. Ulama fikih klasik tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi 

notaris kedalam rukun wasiat.  Pasalnya kondisi sekarang berbeda pada saat 

kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam 

wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua 

orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. Berbeda 

dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas 

permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya 

antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat, maka dari itu 

melalui ijtihad para ulama saat ini termasuk ulama Indonesia, dirumuskanlah 

aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (1) tersebut. 

2. Hasil analisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 tentang 

persaksian dalam wasiat sudah sesuai dengan maqa>s}id al-syari>ah yang 

dirumuskan oleh ulama Asyatibi, bahwa kemaslahatan (maqa>s}id al-Syari>ah) 

terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu pertama, tingkatan kebutuhan d}aruriyyat 

(primer) terdiri dari lima pokok syariat Islam yakni dalam rangka memelihara 

agama (hifz} al-di>n), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara keturunan 

(hifz} al-nasl), memelihara akal (hifz} al-aql), memelihara harta (hifz} al-ma>l). 

Kedua, tingkatan kebutuhan hajjiyat (sekunder), dan ketiga, tingkatan 

kebutuhan tahsiniyyat (tersier).  
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B. Saran 

Ketentuan saksi dalam wasiat yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) sangat tepat, dan sesuai dengan tujuan syariat, 

sudah seharusnya masyarakat mengikuti apa yang ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tersebut. 

C. Penutup  

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan 

itu ucapan Alhamdulillah wa Syukrulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah  dan 

pertolongan Allah SWT tulisan sederhana ini dapat diselesaikan.  

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak 

kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat 

menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi 

ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, penulis berharap 

semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan 

kedepannya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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